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ABSTRAK 
 
SULTAN (B111 12 387), Analisis Yuridis Pengembalian 
Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi ( studi 
kasus  putusan nomor : 16/pid.sus-TPK/2016/PN.kpg) di bawah 
bimbingan Bapak Muhadar (sebagai  pembimbing  I) dan Bapak Amir 
Ilyas(sebagai pembimbing II).  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah 
mekanisme pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian 
negara dalam perkara tindak pidana korupsi, serta apa pengaruh 
pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh tersangka 
tindak pidana korupsi terhadap proses hukum yang berjalan.  
Pengaturan mengenai pembayaran uang pengganti dalam 
pengembalian kerugian keuangan negara diatur dalam UU No. 3 Tahun 
1971 kemudian dilengkapi dalam UU No. 31 Tahun 1999 dalam Pasal 18 
ayat (2). Pasal 4 UU Tipikor juga menyebutkan bahwa pengembalian 
kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak 
menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Sehingga Penghentian 
penyidikan dan penuntutan perkara korupsi karena alasan telah 
mengembalikan kerugian negara merupakan alasan yang tidak tepat dan 
bertentangan dengan undang-undang. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembalian sejumlah 
dana atau pembayaran uang pengganti sebesar nilai korupsi yang 
dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk pengembalian kerugian 
negara tidaklah menghapus tuntutan pidana sebagaimana yang tertuang 
dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan mengenai 
mekanisme pembayaran uang pengganti dalam pengembalian kerugian 
Negara akibat tindak pidana korupsi sudah sangat jelas. Yaitu, 
berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/11/2001 
tanggal 1 November 2001 tentang mekanismen pembayaran uang 
pengganti. Kendala yang dihadapai oleh para aparat dalam pengembalian 
kerugian Negara ialah para koruptor/terpidana lebih memilih menjalani 
pidana penjara dibandingkan harus membayar uang pengganti yang 
dibebankan. Pidana Subsider atau pidana kurungan pengganti sangat 
dihindari dalam rangka menggantikan pidana uang pengganti bagi 
Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti melakukan tindak pidana 
korupsi. 
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ABSTRACT 
 
SULTAN (B111 12 387), Yuridical Analysis About The Return Of 
The State Financial Losses From Corruption Act ( A Case Study 
Number: 16/pid.sus-TPK/2016/PN.kpg) supervised by Muhadar (as 
supervisor I) and Amir Ilyas (as supervisor II). 
This study aims to find out how the machanism of retribution to 
return the state financial losses from corruption act and what is the effect 
of the return of the state financial losses committedby suspected of 
corruptiontoward the legal procedures. 
The regulation about retribution is regulated in Law No 3 of 1971 
then completed in Law No. 31 of 1999 in Article 18 Clause 2. Addition, in 
Law Tipikor Article 4 asserted that the return of  the state financial losses 
from corruption act does not eliminate the criminal penalties of the 
suspected. Therefore, the dischange of investigation and prosecution 
about corruption act with reasons of had returned the state financial is 
improper reasons and contrary to the Law. 
The result of the study shows that the return of some funds or 
retribution in the amount of corruption committed by the suspected does 
not eliminate criminal charges as set out in Law No. 31 of 1999 in Article 4 
abouteradication of corruption. The regulation about mechanism of 
retribution to return the state financial losses from corruption act is 
asserted explicitly. Based on the Attorney General decree No. KEP-518 / 
J.A / 11/2001 on November 1, 2001 about the mechanism of retribution. 
However, there are some obstaclesfaced by apparatus in returning the 
state financial on this casethat is the corrupt rather to choose endure the 
imprisonment than must pay the retribution. Criminal Subsidiary or 
imprisonment for a replacement is avoided in order to change the criminal 
retributionof the corruptthat have been proven guilty as the perpetrators of 
corruptionact.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Korupsi menurut Fockema Andrea1 berasal dari bahasa latin 
corruptio atau corruptus. Selanjutnya disebutkan bahwa corruptio itu 
berasal pula dari kata asal corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. 
Dari bahasa latin itulah turun  ke banyak bahasa Eropa, seperti 
Inggris, yaitu corruption, corrupt; Prancis, yaitu corruption; dan 
Belanda, yaitu corruptie (korruptie). Dari bahasa belanda inilah turun 
ke Bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”. Kemudian dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan atau 
penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dsb) 
untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi terjadi dimana 
terdapat monopoli atas kekuasaan dan diskresi (hak untuk melakukan 
penyimpangan kepada suatu kebijakan), tetapi dalam kondisi tidak 
adanya akuntabilitas. Dalam arti sempit, korupsi berarti pengabaian 
standar perilaku tertentu oleh pihak yang berwenang demi memenuhi 
kepentingan diri sendiri.2 
Korupsi dapat kita katakan sebagai suatu perbuatan yang tercela 
dan merugikan masyarakat maupun negara. Perbuatan tersebut 
dilakukan demi kepentingan tertentu untuk keuntungan pribadi 
                                                          
1 Jawade Hafidz Arsyad, 2013, Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi 
Negara), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3. 
2Ibid.,hlm. 5-6. 
2 
 
maupun kelompok dengan mengabaikan aturan-aturan yang ada. 
Sehingga korupsi adalah suatu permasalahan yang harus diberantas 
bersama demi kepentingan bersama. Korupsi dianggap sebagai 
musuh bersama bagi setiap masyarakat karena telah mengancam 
pemerintahan serta pembangunan suatu bangsa. Kesejahteraan 
rakyat direbut melauli perbuatan-perbuatan menyimpang yang 
dilakukan oleh sekelompok pihak yang tidak bertanggung jawab 
dengan memanfaatkan posisi dan kewenangannya. 
Korupsi merupakan fenomena yang mengancam bagi 
perekonomian negara, karena melalui korupsi negara telah banyak 
dirugikan khususnya dalam hal kerugian keuangan negara. Oleh 
karena itu untuk mencapai tujuan pembangunan nasional serta 
peningkatan kesejahteraan masyarakat, usaha pemberantasan 
korupsi harus ditingkatkan dan diintensifkan. Semangat 
pemberantasan korupsi harus sejalan dan tidak boleh bertentangan 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.  
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan secara tegas 
bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, pengertian negara 
hukum sesungguhnya mengandung makna bahwa suatu negara 
menganut ajaran dan prinsip-prinsip supremasi hukum dimana hukum 
dijunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam 
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menjalankan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.3 Semangat 
itulah yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Perkembangan pemberantasan korupsi saat ini telah difokuskan 
pada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan 
pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery).4 Hal ini 
menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya 
terletak pada upaya pencegahan serta pemberantasan dalam hal 
pemidanaan pelaku saja tetapi juga meliputi upaya pengembalian 
kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian 
kerugian negara tersebut dimaksudkan agar kerugian negara yang 
timbul dapat ditutupi oleh pengembalian dari hasil korupsi itu sehingga 
tidak memberikan dampak yang lebih buruk. 
Pengembalian kerugian dari hasil tindak pidana korupsi akan 
membuat pelaku tidak dapat menikmati hasil perbuatannya. Hal ini 
dapat dilakukan dengan merampas barang-barang tertentu yang 
diperoleh atau dihasilkan dalam suatu tindak pidana sebagai pidana 
                                                          
3Darmoko Yuti Witanto, 2013, Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan 
Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana, ALFABETA, Bandung, hlm. 1.  
4Haswandi, 2006,  Aparat Penegak Hukum Tidak Berdaya Uang Hasil Korupsi Harus 
Dikembalikan, diakses dari: 
www.hariandialog.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6002:aparat-
penegak-hukum-tidak-berdaya-uang-hasil-korupsi-harus-
dikembalikan&catid=43:opini&Itemid=62 [15 April 2016]  
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tambahan selain pidana pokok seperti penjara dan denda yang 
terdapat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)5.   
Seperti yang terdapat dalam Pasal 39 KUHP: 
(1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari 
kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk 
melakukan kejahatan, dapat dirampas. 
(2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak 
dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat 
juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal 
yang ditentukan dalam undang-undang. 
(3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah 
yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas 
barang-barang yang telah disita. 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) telah menyebutkan 
mengenai pengembalian kerugian keuangan negara dalam Pasal 18 
(1): 
Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan 
adalah : 
a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak 
berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk 
atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk 
perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi 
dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan 
barang-barang tersebut; 
b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-
banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari 
tindak pidana korupsi; 
                                                          
5Lihat Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
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c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu 
paling lama 1 (satu) tahun; 
d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau 
penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, 
yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada 
terpidana. 
Menunjuk pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang 
No. 31 Tahun 1999 jika terpidana tidak membayar uang pengganti 
dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim yaitu sebulah setelah 
putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, harta benda yang 
dimiliki dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. 
Selanjutnya jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang 
mencukupi untuk membayar uang pengganti maka depidana dengan 
pidana penjara yang lamanya tidak melebihi lama pidana pokoknya. 
Penyelesaian pengembalian keruagian negara telah diatur dalam 
pertauran perundang-undangan. Hal ini sebagaimana telah termuat 
dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang keuangan negara: 
Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang 
melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung 
atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan 
mengganti kerugian dimaksud. 
 
Pemulihan kerugian keuangan negara dengan upaya 
pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi 
dalam kenyataannya masih menghadapi hambatan-hambatan baik 
pada tataran prosedural maupun pada tataran teknis. Pada tataran 
prosedural memerlukan instrumen-intrumen hukum tertentu yang tepat 
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sesuai dengan modus operandi tindak pidana dan obyek 
permasalahan hukumnya. Dalam kasus tindak pidana korupsi hasil 
dari tindak pidana yang berupa keuangan negara dalam 
kenyataannya tidak hanya diterima atau dinikmati oleh terdakwa, 
tetapi juga diterima atau dinikmati oleh pihak ketiga yang tidak 
menjadi terdakwa. Dalam hal yang demikian upaya pengembalian 
kerugian keuangan negara oleh pihak ketiga secara prosedural 
memerlukan instrumen hukum yang tepat dan efektif.6 Hal ini 
berkaitan pula dengan tidak diaturnya secara tegas terkait 
pembayaran uang pengganti yang tidak dibayar sepenuhnya oleh 
terdakwa. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk 
mengangkat tulisan mengenai “Pengembalian Kerugian Keuangan 
Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat 
dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pengaturan hukum pengembalian kerugian 
keuangan negara hasil tindak pidana korupsi? 
2. Bagaimanakah pengaruh pengembalian keuangan oleh tersangka 
terhadap putusan pidana yang dijatuhkan terhadap tindak pidana 
korupsi? 
                                                          
6 Abdul Razak Musahib, 2015, Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi, e-
Jurnal Katalogis Volume 3 Nomor 1, diakses dari 
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/download/4242/3157  
7 
 
C. Tujuan Penulisan 
Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pengembalian kerugian 
keuangan dalam tindak pidana korupsi. 
2. Untuk mengetahui pengaruh pengembalian keuangan negara 
terhadap tersangka. 
D. Manfaat Penulisan 
1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang 
banyak guna pengembangan ilmu pengetahuan  dan ilmu hukum 
khususnya dibidang hukum pidana. 
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi 
praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan 
bertindak bagi aparat penegak hukum. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Keuangan Negara 
1. Pengertian Keuangan Negara 
Pengertian keuangan negara dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-
Undang No. 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara (UUKN) 
menyatakanKeuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban 
negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik 
berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik 
negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 
Pengertiantersebut memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti 
luas meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan 
uang, termasuk barang milik negara yang tidak tercakup dalam 
anggaran negara.Sementara itu, keuangan negara dalam arti sempit 
hanya terbatas dengan uang, termasuk barang milik negara yang 
tercantum dalam anggaran negara untuk tahun yang bersangkutan.7 
2. Ruang Lingkup Keuangan Negara 
Pada hakikatnya, keuangan negara sebagai sumber pembiayaan 
dalam rangka pencapaian tujuan negaa tidak boleh dipisahkan 
dengan ruang lingkup yang dimiliknya. Oleh karena ruang lingkup itu 
menentukan substansi yang dikandung dalam keuangan negara. 
Sebenarnya keuangan negara harus memiliki ruang lingkup agar 
                                                          
7Muhammad Djafar Saidi, Op.Cit, hal 11. 
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terdapat kepastian hukum yang menjadi pegangan bagi pihak-pihak 
yang melakukan pengelolaan keuangan negara.8 
Ketika berbicara mengenai hukum keuangan negara berarti 
membicaraan ruang lingkup keuangan negara dari aspek yuridik. 
Ruang lingkup keuangan negara menurut Pasal 2 huruf g UUKN 
adalah sebagai berikut: 
a.  negara untuk memungut pajak; 
b. hak negara untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang; 
c. hak negara untuk melakukan pinjaman; 
d. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan 
umum    pemerintahan negara; 
e. kewajiaban negara untuk membayar tagihan pihak ketiga; 
f. penerimaan negara; 
g. pengeluaran negara; 
h. penerimaan daerah; 
i. pengeluaran daerah; 
j. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau 
oleh pihak lain berupa uang, suart berharga, piutang, barang, 
serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk 
kekayaan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; 
k. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam 
rangka penyelenggara tugas pemerintahan dan/atau 
kepentingan umum; 
l. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan 
fasilitas yang diberikan pemerintah. 
 
                                                          
8Ibid. 
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Ruang lingkup keuangan negara tersebut, dikelompokkan ke 
dalam tiga bidang pengelolaan yang bertujuan untuk memberi 
pengklasifikasian terhadap pengelolaan keuangan negara. Adapun 
pengelompokkan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai 
berikut; 
1. bidang pengelolaan pajak; 
2. bidang pengelolaan moneter; 
3. bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.9 
3. Pengelolaan Keuangan Negara 
Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari 
pelaksanaan pemerintah negara. Pengelolaan keuangan negara 
adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara 
sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.10 
Berlakunya Undang-UndangKeuanganNegaramengandungasas-
asas yang bersifat baru dalam pengelolaan keuangan negara. Asas-
asas yang terdapat dalam pengelolaan keuangan negara yang 
terdapat dalam UUKN adalah sebagai berikut: 
1. asas akuntabilitas berorientasi pada hasil adalah asas yang 
menetukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 
pengelolaan keuangan negara harus dapat di 
pertanggungjawabakan kepada rakyat sebagai pemegang 
                                                          
9Ibid., hlm 16. 
10Ibid., hlm 21 
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kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
2. asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan 
keseimbangan hak dan kewajiban pengelola keuangan negara; 
3. asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan 
keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
4. asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara adalah 
asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk 
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskrimnatif 
tentang pengelolaan keuangan negara dengan tetap 
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, 
dan rahasia negara; 
5. asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas 
dan mandiri adalah asas yang memberikan kebebasan bagi 
4. Kerugian Keuangan Negara 
Berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 tahun 
2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahwa :  
 “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat 
berharga,  dan barang yang pasti jumlahnya sebagai akibat 
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai” 
 
Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 yang 
menyatakanbahwa:  
“kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, 
surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti 
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jumlahnya sebagai akibat perbuatan hukum baik sengaja 
maupun lalai.” 
Kemudian menurut penjelasan pada pasal 32 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak 
pidana Korupsi bahwa : 
 “Ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat 
dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang 
berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.” 
 
5. Pengembalian Kerugian Negara 
 Teori pengembalian kerugian keuangan negara adalah teori 
hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian kerugian 
keuangan negara berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang 
memberikan kemampuan , tugas dan tanggung jawab kepada 
institusi negara dan institusi hukumuntuk memberikan 
perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam 
masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Teori ini dilandaskan 
pada prinsip dasar berikan kepada negara yang menjadi hak 
negara. Didalam hak negara terkandung kewajiban negara yang 
merupakan hak individu masyarakat, sehingga prinsip tersebut 
setara dan sebangun dengan prinsip berikan kepada rakyat apa 
yang menjadi hak rakyat. 11 
                                                          
11Desly S. Mokobimbing, 2015, Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak 
Pidana Korupsi Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum 
Tetap, Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 3/Mei/2015, diakses dari 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:seWD852IaHgJ:ejournal.unsrat
.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/8072/7633+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=id. 
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 Perampasan aset sebagai bagian dari upaya pengembalian 
kerugian keuangan negara secara tegas dinyatakan dalam Pasal 
18 Ayat (1) huruf a undang-undang pemberantasan tindak pidana 
korupsi yang pada pokoknya mengatur tentang: 
”Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang 
tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan 
untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, 
termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana 
korupsi dilakukan, perampasan tersebut dapat pula 
dikenakan terhadap harga dari barang tersebut”. 
Pasal 15 (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari 
Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi bahwa: 
“Penjualan Barang Rampasan Negara oleh Kejaksaan 
atau Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan dengan cara 
lelang melalui Kantor Pelayanan.” 
 
Pasal 10 PMK Nomor 03/PMK.06/2011 menyatakan bahwa: 
“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan 
pengurusan atas Barang Rampasan Negara dan Barang 
Gratifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.”  
 
Kemudian dalam Pasal 11 PMK Nomor 03/PMK.06/2011 
dijelaskan pula: 
“Dalam pengurusan Barang Rampasan Negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi 
Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang dan tanggung 
jawab meliputi: 
a. melakukan Penatausahaan;  
b. melakukan pengamanan administrasi, pengamanan fisik 
dan pengamanan hukum terhadap Barang Rampasan 
Negara yang berada dalam penguasaannya;  
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c. mengajukan usul penetapan status penggunaan, 
Pemanfaatan, Pemindahtanganan, pemusnahan dan 
Penghapusan kepada Menteri atau kepada pejabat yang 
menerima pelimpahan wewenang Menteri sesuai dengan 
batas kewenangan; dan  
d. melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 
 
B. Pidana dan Pemidanaan 
1. Arti dan Tujuan Hukum Pidana 
Black Law Dictionary menyebutkan bahwa Criminal Law 
adalah the body of law defining offences againts the community at 
large, regulating how suspect are integrated, changed, and tried 
and astablishing punishment for convicted offeders.12Soedarto 
memberikan definisi hukum pidana sebagai aturan hukum yang 
mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat 
tertentu suatu akibat berupa pidana.13 Sementara itu Simons 
memberikan definisi Hukum Pidana adalah:14 
a. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara 
diancam dengan nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak 
ditaati, 
b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat 
untuk penjatuhan pidana, dan 
c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk 
penjatuhan dan penerapan pidana. 
                                                          
12Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 
2.  
13Ibid., hlm. 2-3. 
14Ibid., hlm. 3. 
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Menurut Soedarto,15 hukum pidana dapat dipandang dari 
sudut dogmatik yang meliputi tiga permasalahan pokok, yakni: 1) 
perbuatan yang dilarang, 2) orang yang melakukan perbuatan 
yang dilarang itu, 3) pidana yang diancamkan terhadap 
pelanggaran itu. Pandangan tersebut tidak jauh berbada dengan 
pandangan Wihem Sauher16 yang dikenal dengan Trias Sauher 
menyatakan bahwa terdapat tiga pengertian dasar dalam hukum 
pidana, yaitu sifat melawan hukum (unrecht), kesalahan (schuld), 
dan pidana (straf). 
Secara konkret tujuan hukum pidana itu ada dua, yaitu:17 
a. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai 
melakukan perbuatan yang tidak baik; 
b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan 
perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima 
kembali dalam kehidupan lingkungannya.  
Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna 
pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat. Di 
samping itu juga pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat 
tidak baik. Jadi, hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang 
                                                          
15Ibid. 
16Ibid. 
17Abdoel Jamali, 2006, Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 173.   
16 
 
mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam 
meniadakan pelanggaran kepentingan umum.18 
a. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana 
selalu mengatur tentang tindak pidana. Sedangkan menurut 
Moeljatno “Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh 
suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) 
yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar 
larangan tersebut”. 
Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada 
umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan 
pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai 
dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa 
unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari 
larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari 
perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk 
kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan 
ancaman pidana kalau dilanggar. 
Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar 
feit) adalah:19 
1.  Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia  
                                                          
18Ibid. 
19Erdianto Efendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, Bandung:  PT. Revika Aditama, hlm 98. 
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2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan 
hukuman oleh undang-undang 
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan 
hukum) 
4. Harus dilakukan oleh seorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan 
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si 
pembuat 
Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan 
unsur subyektif dari tindak pidana,yakni Unsur Obyektif : 
1. Perbuatan orang 
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu. 
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu 
seperti dalam pasal 281 KUHPidana sifat “openbaar” atau 
“dimuka umum”. 
Unsur Subyektif : 
1. Orang yang mampu bertanggung jawab 
2. Adanya kesalahan (dollus atau culpa). Perbuatan harus 
dilakukan dengan kesalahan. 
Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan 
atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. 
Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat 
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dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur 
subjektif dan unsur objektif, dapat diuraikan sebagai berikut :20 
Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri 
si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan 
termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di 
dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur 
yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di 
dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan dari si 
pelaku itu harus di lakukan. 
a. Unsur Subjektif 
Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah: 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau 
poging seperti yang dimaksud pada Pasal 53 ayat 1  
KUHPidana 
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang 
terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, 
penipuan, pemerasan, dan lain-lain 
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad 
seperti yang misalnya terdapat didalam kejahatan 
pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana 
                                                          
20P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, hlm.193. 
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5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat 
di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 
KUHPidana. 
b. Unsur Objektif 
Unsur-unsur objektif dari tindak pidana itu adalah: 
1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid 
2. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai  pegawai 
negri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 
KUHPidana atau “keadaan sebagai pengurus atau 
komisaris suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan 
menurut Pasal 398 KUHPidana. 
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan 
sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang yang 
berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni 
semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan 
keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan 
dan objek tindak pidana. 
Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua 
unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin 
orangnya.21 
a. Unsur Tingkah Laku 
                                                          
21Adami Chazawi, Op. Cit, hlm 83. 
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Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku 
aktif atau positif (bandelen), juga dapat perbuatan materiil 
(materieel feit) dan tingkah laku pasif atau negatif (nalaten). 
Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang 
untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud 
gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh, misalnya 
mengambil (362) atau memalsu dan membuat secara palsu (268). 
Sebagian besar (hampir semua) tindak pidana tentang unsur 
tingkah lakunya dirumuskan dengan perbuatan aktif, dan sedikit 
sekali dengan perbuatan pasif. 
Sementara itu, tingkah laku pasif berupa tingkah laku 
membiarkan (nalaten), suatu bentuk tingkah laku yang tidak 
melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh, yang 
seharusnya seorang itu dalam keadaan-keadaan tertentu harus 
melakukan perbuatan aktif dan dengan tindak berbuat demikian, 
seorang itu disalahkan karna tidak melaksanakan kewajiban. 
b. Unsur Sifat Melawan Hukum 
Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau 
terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut 
dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum 
formil/formelle wederrechtelijk) dan dapat bersumber pada 
masyarakat  (melwan hukum materiil/materieel wederrechtelijk). 
Karna bersumber pada masyarakat, yang sering juga disebut 
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dengan bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, sifat 
tercela tersebut tidak tertulis. 
c. Unsur Kesalahan 
Kesalahan (schuld) adalah unsur mengenai keadaan atau 
gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai 
perbuatan. Oleh karna itu, unsur ini selalu melekat pada diri 
pelaku dan bersifat subjektif.  
Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku 
adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat 
serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. 
 
2. Jenis Tindak Pidana 
Pembagian jenis-jenis tindak pidana atau delik dapat 
dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :22 
1.   Kejahatan dan Pelanggaran 
KUHP tidak memberikan kriteria tentang dua hal tersebut, 
hanya membaginya dalam buku II dan buku III, namun ilmu 
pengetahuan mencari secara intensif ukuran (kriterium) untuk 
membedakan kedua jenis delik itu. 
Ada dua pendapat : 
                                                          
22Ibid. Hlm 122. 
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a. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik 
itu ada perbedaan yang bersifat kwalitatif. Dengan ukuran ini 
lalu didapati 2 jenis delik, ialah : 
1.   Rechtdelicten 
     Ialah yang perbuatan yang bertentangan dengan 
keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana 
dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-
benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan 
dengan keadilan misal : pembunuhan, pencurian. Delik-
delik semacam ini disebut “kejahatan” (mala perse). 
2.   Wetsdelicten 
Ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari 
sebagai tindak pidana karena undang-undang 
menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-
undang mengancamnya dengan pidana. Misal : 
memarkir mobil di sebelah kanan jalan (mala quia 
prohibita). Delik-delik semacam ini disebut 
“pelanggaran”. Perbedaan secara kwalitatif ini tidak 
dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari 
sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang 
pidana, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai 
bertentangan dengan rasa keadilan. Dan sebaliknya ada 
“pelanggaran”, yang benar-benar dirasakan 
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bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena 
perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka 
dicari ukuran lain.  
b.  Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu 
ada perbedaan yang bersifat kwantitatif. Pendirian ini hanya 
meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi 
kriminologi, ialah “pelanggaran” itu lebih ringan dari pada 
“kejahatan”. 
2.   Delik formil dan delik materiil (delik dengan perumusan secara 
formil dan delik dengan perumusan secara materiil) 
a.   Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititik 
beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut 
telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti 
tercantum dalam rumusan delik. Misal : penghasutan 
(Pasal 160 KUHPidana), di muka umum menyatakan 
perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan 
kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia 
(Pasal 156 KUHPidana); penyuapan (Pasal 209, 210 
KUHPidana); sumpah palsu (Pasal 242 KUHPidana); 
pemalsuan surat (Pasal 263 KUHPidana); pencurian 
(Pasal 362 KUHPidana). 
b.  Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititik 
beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki  (dilarang). 
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Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak 
dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling 
banyak hanya ada percobaan. Misal : pembakaran (Pasal 
187 KUHPidana), penipuan (Pasal 378 KUHPidana), 
pembunuhan (Pasal 338 KUHPidana). Batas antara delik 
formil dan materiil tidak tajam misalnya Pasal 362.  
3.   Delik commisionis, delik ommisionis dan delik commisionis per 
ommisionen commissa 
a.   Delik commisionis adalah delik yang berupa pelanggaran 
terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, 
pencurian, penggelapan, penipuan.  
b.  Delik ommisionis adalah delik yang berupa pelanggaran 
terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang 
diperintahkan yang diharuskan 
c.  Delik commisionis per ommisionen commissa : delik yang 
berupa pelanggaan larangan (dus delik commissionis), 
akan tetapi dapa dilakukan dengan cara tidak berbuat.  
4.  Delik dolus dan delik culpa (doleuse en culpose delicten) 
Tindak pidana sengaja (dolus) adalah tindak pidana yang 
dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau 
mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana 
yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalm pasal, 
misalnya Pasal 362 (maksud), 338 (sengaja), 480 (yang 
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diketahui).Sedangkan tindak pidana kelalaian (culpa) adalah 
tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur 
culpa (lalai), kurang hati-hati dan tidak karna kesengajaan. 
5. Delik tunggal dan delik berangkai (enkelvoudige en samenge 
stelde delicten) 
a.  Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan 
perbuatan satu kali. 
b.  Delik berangkai adalah delik yang baru merupakan delik, 
apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal : Pasal 481 
(penadahan sebagai kebiasaan) 
6. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai (voordurende en 
aflopende delicten) 
  Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai 
ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misalnya 
merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHPidana). 
7. Delik aduan dan delik laporan (klachtdelicten en niet klacht 
delicten) 
Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya 
dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena 
(gelaedeerde partij) misal : penghinaan (Pasal 310 dst. jo 319 
KUHPidana) perzinahan (Pasal 284 KUHPidana), chantage 
(pemerasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 ayat 1 
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sub 2 KUHPidana jo. ayat 2). Delik aduan dibedakan menurut 
sifatnya, sebagai :  
a.   Delik aduan yang absolut, ialah misalnya Pasal 284, 310, 
332. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut 
berdasarkan pengaduan. 
b.   Delik aduan yang relative ialah misalnya Pasal 367, disebut 
relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa 
antara si pembuat dan orang yang terkena. 
Delik laporan adalah delik yang penuntutannya dapat dilakukan 
tanpa ada pengaduan dari pihak yang terkena, cukup dengan 
adanya laporan yaitu pemberitahuan tentang adanya suatu 
tindak pidana kepada polisi 
8.  Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya / 
peringannya (eenvoudige dan gequalificeerde / geprevisilierde 
delicten) 
Delik yang ada pemberatannya, misalnya penganiayaan 
yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 
ayat 2, 3 KUHPidana), pencurian pada waktu malam hari dsb. 
(Pasal 363). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan 
karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal : pembunuhan 
kanak-kanak (Pasal 341 KUHPidana). Delik ini disebut 
“geprivelegeerd delict”. Delik sederhana; misal : penganiayaan 
(Pasal 351 KUHPidana), pencurian (Pasal 362 KUHPidana). 
27 
 
3. Teori Pemidanaan 
Menurut Andi Hamzah,23 tujuan pidana yang berkembang 
dari dahulu sampai kini telah menjurus ke arah yang lebih 
rasional. Yang paling tua ialah pembalasan (revenge) atau untuk 
tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri 
maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Hal 
ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa 
pengaruhnya pada zaman modern ini. unsur-unsur primitif dari 
hukum pidana paling sukar dihilangkan, berbeda dengan cabang 
hukum yang lain. Tujuan yang juga di pandang kuno ialah 
penghapusan dosa (expiation) atau retribusi (retribution), yaitu 
melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau 
menciptakan balans antara yang ak dan yang batil. 
Hal yang dipandang sebagai tujuan yang berlaku sekarang 
ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeraan (deterrent), baik 
ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada 
mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perbaikan 
(reformasi) kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling 
modern dan populer dewasa ini bukan saja bertujuan memperbaiki 
kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan 
bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.24 
                                                          
23Andi Hamzah, 1986, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: dari Retribusi ke 
Reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 16. 
24Ibid. 
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Ada tiga golongan utama untuk membenarkan penjatuhan 
pidana:25 
a. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings 
theorien) 
b. Teori relatif atau tujuan (deoltheorien) 
c. Teori gabungan (verenigingstheorien) 
Teori yang pertama muncul pada akhir abad ke 18, dianut 
antara lain oleh Imanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak 
dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat 
Katolik dan sudah tentu juga sarjana hukum Islam yang 
mendasarkan teorinya pada ajaran kisas dalam Al Quran.26 
Teori pembalasan mengatan bahwa pidana tidaklah 
bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. 
Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk 
dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena 
dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan 
manfaat penjatuhan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat 
dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Oleh karena itulah maka 
teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, 
                                                          
25Ibid., hlm. 17. 
26Ibid., hlm. 17. 
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bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, tetapi menjadi 
keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.27 
Jika teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah 
dilakukan, sebaliknya teori-teori relatif maupun tujuan berusaha 
untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan 
perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah 
kejahatan, oleh karena itu juga disebut teori prevensi, yang dapat 
ditinjau dari dua sisi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. 
Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat 
potensial mengurungkan niatnya karena ada perasaan takut dan 
akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada 
umumnya. Sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku 
agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya.28 
4. Pertanggungjawaban Pidana 
Konsep pertanggungjawaban  dalam hukum pidana 
merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. 
Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens 
rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak 
mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pemikiran orang itu 
jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan an 
act does not make a peson guilty, unless the mind is legally 
                                                          
27Ibid., hlm. 18. 
28Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggunjawaban Pidana: 
Perkembangan dan Penerapan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 15. 
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blameworthy. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus 
dipenuhi untuk memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah 
yang terlarang/perbuatan pidana (actus reus), dan ada sikap batin 
jahat/tercela (mens rea).29 
Roeslan Saleh30 menyatakan bahwa pertanggungjawaban 
pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang 
ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat 
yang dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan yang 
objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang 
memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya 
adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti 
melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. 
Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang 
melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang 
dilarang telah dilakukan seseorang, namun jika orang tersebut tidak 
dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka 
pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada. 
Secara lebih rinci, Soedarto menyatakan bahwa agar 
seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti 
                                                          
29Ibid., hlm. 20-21. 
30Ibid., hlm. 20-21. 
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dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus 
dipenuhi, yaitu:31 
1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat; 
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau 
kealpaan; 
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab; 
4. Tidak ada alasan pemaaf. 
5. Bentuk-bentuk Kesalahan dalam Hukum Pidana 
Tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin 
terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan tehadapnya. Dengan 
kata lain, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi 
pembuatnya tidak diliputi kesalahan dan karenanya tidak dapat 
dipertanggungjawabkan.32 Ilmu hukum pidana mengenal dua 
bentuk kesalahan, yaitu: kesengajaan atau dolus dan kealpaan 
atau culpa.33 Oleh M.v.T dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 
kesengajaan adalah “willens en watens” yang artinya adalah 
“menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui” atau secara 
agak lengkap seseorang yang melakukan suatu perbuatan 
dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus 
                                                          
31Ibid., hlm. 22.  
32Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori 
Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Pernada Media, Jakarta, 
hlm. 6.  
33Teguh Prasetyo, 2014, Hukum Pidana, Rajawali Pers, hlm. 95. 
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menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi 
karena perbuatannya. Mengenai kealpaan hanya sekedar 
dijelaskan bahwa kealpaan atau culpa adalah “kebalikan dari 
dolus di satu pihak dan kebalikan dari kebetulan di pihak lain.34 
 Unsur kesengajaan dan kealpaan ini hanya berlaku untuk 
kejahatan dan tidak untuk pelanggaran. Mengenai pengertian 
menghendaki tersebut diatas, kehendak itu dapat dijukan kepada: 
perbuatan yang dilarang, akibat yang dilarang, keadaan yang 
merupakan unsur tindak pidana. Kesengajaan yang hanya 
ditujukan kepada perbuatannya yang dilarang disebut 
kesengajaan formal, sedangkan yang ditujukan kepada akibatnya 
adalah kesengajaan material.35 
a. Kesengajaan 
Kesengajaan dapat terjadi, jika pembuat telah 
menggunakan pikirannya secara sah. Dalam hal ini, 
pikirannya dikuasai oleh keinginan dan pengetahuannya, 
yang tertuju pada suatu tindak pidana.36 
Terdapat teori-teori mengenai kesengajaan, antara 
lain:37 
                                                          
34Ibid., hlm. 95-96. 
35Ibid., hlm. 96.  
36Chairul Huda, Op. Cit., hlm 104. 
37Teguh Prasetyo, Loc. Cit. 
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1) Teori Kehendak (von Hippel) 
Menurut teori ini “sengaja” adalah kehendak untuk 
melakukan suatu perbuatan/tindakan dan kehendak 
untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya 
itu. Dengan kata lain, dapat dikatan sebagai “sengaja” 
apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat 
perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari 
perbuatan yang dilakukan. 
2) Teori Membayangkan (Frank) 
Menurut teori ini berdasarkan alasan psikologis tidak 
mungkin suatu akibat itu dapat dikehendaki. Manusia 
hanya bisa menginginkan,mengharapkan, atau 
membayangkan (voorstellen) kemungkinan akibat yang 
terjadi. Dirumuskan bahwa ”sengaja” adalah apabila 
suatu akibat dibayangkan sebagai maksud, dan dan oleh 
karena perbuatan tersebut dilakukan oleh yang 
bersangkutan sesuai dengan bayangan yang telah 
dibuatnya lebih dahulu. 
Ditinjau dari sikap dan batin pelaku, terdapat tiga corak 
kesengajaan:38 
1) Kesengajaan Sebagai Maksud (Dolus Directus) 
                                                          
38Ibid., hlm. 97. 
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Corak kesengajaan ini yang paling sederhana, yaitu 
perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga 
menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang 
dilarang. Kalau akaibat yang dikehendaki atau 
dibayangkan ini tidak akan ada, ia tidak akan melakukan 
berbuat. 
2) Kesengajaan dengan Sadar Kepastian 
Corak kesengajaan dengan sadar kepastian bersandar 
kepada akibat. Akibat itu dapat merupakan delik 
tersendiri taupun tidak. Tetapi disamping akibat tersebut 
adak akibat lain yang dikehendaki yang pasti akan 
terjadi. 
3) Kesengajaan dengan Sadar Kemungkinan (Dolus 
Eventualis) 
Corak kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini 
kadang-kadang disebut sebagai “kesengajaan dengan 
syarat” (voorwaardelijke opzet) atau dolus eventualis. 
Pelaku berbuat dengan menghendaki/membayangkan 
akibat tertentu-sampai di sini hal itu merupakan 
kesengajaan sebagai maksud-tetapi disamping itu 
mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak 
dikehendaki atau dibayangkan. 
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 Ilmu hukum mengenal beberapa jenis kesengajaan, yaitu:39 
1) Dolus premeditatus, yaitu dolus yang direncanakan, 
sehingga dirumuskan dengan istilah “dengan rencana 
lebih dahulu” (met voorbedachte rad) - untuk ini perlu 
ada waktu untuk memikirkan dengan tenang; 
pembuktiannya disimpulkan dari keadaan yang objektif. 
2) Dolus determinatus, dan dolus indeterminatus; yang 
pertama adalah kesengajaan dengan tujuan yang pasti, 
misalnya menghendaki matinya orang tertentu, sedang 
yang kedua kesengajaan yang tanpa tujuan tertentu atau 
tujuan acak (random), misalnya menembakkan senjata 
ke arah sekelompok orang, memasukkan racun kedalam 
reservoir air minum. 
3) Dolus alternativus: yaitu kesengajaan menghendaki 
sesuatu tertentu atau yang lainnya (alternatifnya) juga 
akibat yang lain. 
4) Dolus indirectus; yaitu kesengajaan melakukan 
perbuatan yang menimbulkan akibat yang tidak diketahui 
oleh pelakunya; misalnya, di dalam perkelahian 
seseorang memukul lawannya tanpa maksud untuk 
membunuh, tetapi kebetulan ada mobil lewat dan orang 
itu dilindasnya. 
                                                          
39Ibid., hlm. 105. 
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5) Dolus directus; yaitu kesengajaan yang ditujukan bukan 
hanya kepada perbuatannya saja, melainkan juga pada 
akibatnya. 
6) Dolus generalis; yaitu kesengajaan di mana pelaku 
menghendaki akibat tertentu, dan untuk itu ia telah 
melakukan beberapa tindakan, misalnya untuk 
melakukan pembunuhan mula-mula lawannya dicekik, 
kemudian dilempar ke sungai, karena mengira lawannya 
telah mati. 
b. Culpa atau Kealpaan 
Rancangan KUHP memandang kesalahan terutama 
dapat terjadi terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan 
dengan sengaja, sedangkan kealpaan adalah suatu 
pengecualian. Hanya perbuatan-perbuatan tertentu yang 
yang dipandang cukup penting untuk dipidana  sekalipun 
terjadi karena kealpaan pembuatnya. Pasal 36 ayat (1) 
Rancangan KUHP menentukan: “perbuatan yang dapat 
dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, 
kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara 
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tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan 
kealpaan dapat dipidana”.40 
Undang-undang sendiri tidak menjelaskan pengertian 
culpa, dan ini diserahkan kepada ilmu hukum pidana. 
Beberapa pakar memberikan pengertian dan/atau syarat 
culpa sebagai berikut:41 
- Simons mempersyaratkan dua hal untuk culpa: pertama, 
tidak adanya kehati-hatian (het gemis van 
voorzichtigheid); kedua, kurangnya perhatian akibat yang 
mungkin (het gemis van de voorzienbaarheid van het 
gevolg). 
- Van Hamel menyebutkan pula dua syarat: pertama, tidak 
adanya penduga-duga yang diperlukan (het gamis van 
de nodige voorzienigheid); kedua, tidakadanya kehati-
hatian yang diperlukan (het gamis van nodige 
voorzichtigheid) 
Untuk menentukan kurang hati-hatinya pelaku dapat pula 
dipakai ukuran apakah ”ada kewajiban pada pelaku untuk 
berbuat lain”, dan kewajiban ini dapat berasal dari ketentuan 
                                                          
40Chairul Huda, Op. Cit., hlm 105. 
41Teguh Prasetyo, Op. Cit., hlm. 107.  
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undang-undang, yaitu kebiasaan yang seharusnya dilakukan 
oleh pelaku tersebut.42 
C. Tindak Pidana Korupsi 
1. Pengertian Korupsi dan Pegaturannya 
Menurut Fockema Andrea43 kata korupsi berasal dari bahasa 
latin corruptio atau corruptus. Selanjutnya disebutkan bahwa 
corruptio itu berasal pula dari kata asal corrumpere, suatu kata latin 
yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun  ke banyak bahasa 
Eropa, seperti Inggris, yaitu corruption, corrupt; Prancis, yaitu 
corruption; dan Belanda, yaitu corruptie (korruptie). Dari bahasa 
belanda inilah turun ke Bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”. 
Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi 
didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang 
negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dsb) untuk kepentingan 
pribadi atau orang lain.  
Korupsi terjadi dimana terdapat monopoli atas kekuasaan dan 
diskresi (hak untuk melakukan penyimpangan kepada suatu 
kebijakan), tetapi dalam kondisi tidak adanya akuntabilitas. Dalam 
arti sempit, korupsi berarti pengabaian standar perilaku tertentu 
                                                          
42Ibid., hlm. 108. 
43Jawade Hafidz Arsyad, 2013, Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi 
Negara), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3. 
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oleh pihak yang berwenang demi memenuhi kepentingan diri 
sendiri.44 
Meskipun di dalam KUHP tidak ditemui adanya penggunaan 
terminologi korupsi secara tegas  dalam rumusan delik, namun 
terdapat bebrapa ketentuan yang dapat ditangkap dan dipahami 
esensinya sebagai rumusan tindak pidana korupsi. Ketentuan-
ketentuan tindak pidana korupsi dalam KUHP ditemui 
pengaturannya secara terpisah di beberapa pasal pada tiga bab, 
yaitu:45 
a. Bab VIII menyangkut kejahatan terhadap penguasa umum, 
yakni pada Pasal 209, 210 KUHP. 
b. Bab XXI tentang perbuatan curang, yakni pada Pasal 387 
dan 388 KUHP. 
c. Bab XXVIII tentang kejahatan jabatan, yakni pada Pasal 415, 
416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP. 
Rumusan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam 
KUHP, dapat dikelompokkan atas empat kelompok tindak pidana 
(delik), yaitu:46 
a. Kelompok tindak pidana penyuapan; yang terdiri dari Pasal 
209, 210, 418, dan Pasal 420 KUHP; 
                                                          
44Ibid.,hlm. 5-6. 
45Elwi Danil, Op. Cit., hlm. 26. 
46Ibid. 
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b. Kelompok tindak pidana penggelapan; yang terdiri dari Pasal 
415, 416, dan Pasal 417 KUHP; 
c. Kelompok tindak pidana kerakusan (knevelarij atau 
extortion); yang terdiri dari Pasal 423 dan Pasal 425  KUHP; 
d. Kelompok tindak pidana yang berkaitan dengan 
pemborongan, leveransir, dan rekanan; yang terdiri dari 
Pasal 387, 388, dan Pasal 435 KUHP. 
Peraturan Penguasa Perang Angkatan Darat Nomor 
Prt./Peperpu/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan 
Pemerikasaan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda juga 
merumuskan perbuatan korupsi yang termuat dalam Pasal 2 
sebagai berikut:47 
a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan 
suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri 
atau orang lain atau suatau badan yang secara langsung 
atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian 
negara atau daerah, atau merugikan suatu badan yang 
menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau 
badan hukum lain yang mempergunakan kelonggaran-
kelonggaran dari masyarakat; 
                                                          
47Brda Nawawi Arief, 2013, Perkembangan Peraturan Tindak Pidana Korupsi Di 
Indonesia, Bahan-1 Pelatihan Hakim Militer, Surabaya, diakses dari 
http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/en/files/Materi/MIL01/MIL_BARDA_TPP.pdf [28 
Desember 2015] 
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b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan  
suatu kejahatan atau pelanggaran, memperkaya diri sendiri 
taua orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan 
menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.  
c. Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 41 samapai 50 
Peraturan Penguasa Perang Pusat in dan dalam Pasal 209, 
210, 418, 419, dan 420 KUHP. 
Rumusan mengenai tindak pidana korupsi juga diatur dalam 
Pasal 1 Undang-undang No. 24 Tahun 1960, yaitu:48 
a. tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan 
suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri 
atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau 
tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian 
Negara atau Daerah atau merugikan keuangan suatu badan 
yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah 
atau badan hukum lain yang mempergunakan modal 
kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat; 
b. perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan 
suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri 
atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan 
menyalah-gunakan jabatan dan kedudukan; 
                                                          
48Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan 
Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. 
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c. kejahatan-kejahatan tercantum dalam pasal 17 sampai pasal 
21 peraturan ini dan dalam pasal 209, 210, 415, 416, 417, 
418, 419, 420, 423, 425 dan 435 Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana. 
Undang-undang No. 3 tahun 1971 memformulasikan tindak 
pidana korupsi dalam Pasal 1 Ayat (1) sebagai berikut:49 
a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, 
yang secara langsung atau tidak langsung merugikan 
keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau 
diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan 
tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara; 
b. barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau 
tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara; 
                                                          
49Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
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c. barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal-
pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 
dan 435 K.U.H.P.; 
d. barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai 
negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat 
sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat 
pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi 
hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau 
kedudukan itu; 
e. barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang 
sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji 
yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam 
Pasal-pasal 418, 419 dan 420 K.U.H.P. tidak melaporkan 
pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib. 
Samapai hari ini tercatat paling sedidkit ada tujuh undang-
undang khusus yang secara normatif masih berlaku, dan dapat 
didayagunakan untuk mencegah dan memberantas tindak 
pidana korupsi. Undang-undang tersebut meliputi:50 
1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 
Tahun 2001. 
                                                          
50Elwi Danil, Op. Cit., hlm. 58. 
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2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 
4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 
5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang. 
6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dna Korban. 
7) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Pengesahan United Nations Conventions Againts 
Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa Anti Korupsi, 2003). 
2. Modus Operandi Korupsi 
MenurutAlfitria,51secara umum munculnya perbuatan 
korupsi didorong oleh dua motivasi. Pertama, motivasi intiristik, 
yaitu adanya dorongan untuk memperoleh untuk memperoleh 
kepuasan yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi. Dalam hal ini, 
pelaku merasa mendapatkan kepuasan dan kenyamanan 
                                                          
51Alfitra, 2014, Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP, Raih Asa Sukses, 
Jakarta, hlm. 7.  
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tersendiri ketika berhasil melakukannya. Pada tahap selanjutnya 
korupsi menjadi gaya hidup, kebiasaan, dan tradisi/budaya yang 
lumrah. Kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan korupsi dari 
luar diri pelaku yang tidak menjadi bagian melekat dari pelaku 
itu sendiri. Motivasi kedua ini misalnya karena alasan ekonomi, 
ambisi untuk mencapai suatu jabatan tertentu, atau obsesi 
untuk meningkatkan taraf hidup atau karier jabatan melalui jalan 
pintas. 
Secara agak rinci terjadinya korupsi disebabkan oleh tiga 
hal:52 
a. Pertama, corruption by greed (keserakahan). Korupsi ini 
terjadi pada orang yang sebenarnya tidak butuh, tidak 
mendesak secara ekonomi, bahkan mungkin sudah kaya. 
Jabatan tinggi, gaji besar, rumah mewah, popularitas 
menanjak tetapi kekuasaan yang tidak terbendung 
menyebabkannya terlibat praktik korupsi.  
b. Kedua, corruption by need (kebutuhan) korupsi yang 
dilakukan karena keterdesakan dalam pemenuhan 
kebutuhan hidup (basic needs).  
c. Ketiga, corruption by chance (adanya peluang). Korupsi ini 
dilakukan karena adanya peluang yang besar untuk 
                                                          
52Ibid., hlm. 7-8. 
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melakukan korupsi, peluang untuk cepat kaya melalui jalan 
pintas, peluang cepat naik jabatan secara instan, biasanya 
ini didukung oleh lemahnya sistem organisasi, rendahnya 
akuntabilitas publik, longgarnya pengawasan masyarakat, 
dan keroposnya penegakan hukum yang diperparah dengan 
sanksi hukum yang tidak membuat jera. 
Modus operandi korupsi semakin canggih, yang dikemas 
sedemikian rupa, sehingga tidak akan diketahui bukan 
merupakan korupsi. Beberapa modus operandi korupsi secara 
umum yang dijumpai terjadi di Indonesia adalah sebagai 
berikut:53 
a. Pemberian Suap atau Sogok (Bribery) 
Sinonim dari kata sogok definisinya adalah dana yang 
sangat besar untuk menyogok para petugas, sedangkan 
definisi suap (bribe) berdasarkan Kamus Besar Bahasa 
Inggris (Webster) halaman 120, yang digabungkan dengan 
Buku Ensiklopedia Dunia halaman 487 adalah suatu 
tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang 
atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai 
otoritas atau yang dipercaya. Contohnya adalah para pejabat 
dan membujuknya untuk mengubah otoritasnya demi 
keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau 
                                                          
53Rohim, 2008, Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Pena Mukti, Bekasi, hlm 2. 
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perjanjian lainnya sebagai kompensasi suatu yang dia 
inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih 
kurang. 
b. Pemalsuan (Fraud) 
Fraud merupakan suatu perbuatan melawan hukum 
yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan/atau luar 
organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan 
pribadi dan/atau kelompoknya yang secara langsung 
merugikan pihak lain. Secara umum intensitas terjadinya 
fraud pada aspek perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan berada dalam 
kategori “pernah terjadi fraud”. Kegiatan yang signifikan 
dalam intensitas kemunculan fraud-nya adalah meninggikan 
anggaran dalam pengajuan kegiatan serta menggunakan 
barang milik negara untuk kepentingan pribadi.  
Bidang kegiatan yang teridentifikasi dalam ketegori 
“sering terjadi tindakan fraud”, yaitu bidang perizinan, 
pengadaan barang dan jasa, pemilihan kepala daerah 
kepegawaian, pemeliharaan fasilitas umum, penerimaan 
pendapatan daerah, pengawasan dan pertanggungjawaban 
kepala daerah. 
c. Pemerasan (Exortion) 
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Pemerasan merupakan perbuatan memaksa 
seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah 
uang atau barang atau bentuk lain sebagai ganti dari 
seorang pejabat publik untuk berbuat atau tidak berbuat 
sesuatu. Perbuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman 
fisik ataupun kekerasan. 
d. Penyalahgunaan Jabatan atau Wewenang (Abuse of 
Discretion) 
Penyalahgunaan jabatan atau wewenang merupakan 
perbuatan mempergunakan kewenangan yang dimiliki untuk 
melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada 
kelompok atau perseorangan, sementara bersikap diskrimatif 
terhadap kelompok atau perseorangan lainnya. 
e. Nepotisme (Nepotism) 
Dalam kamus Purwadarminta dituliskan nepotisme 
adalah memberikan jabatan kepada saudara-saudara atau 
teman-temannya saja, sedangkan Jhon M. Echols 
mengkategorikannya sebagai kata benda dengan 
mendahulukan saudara, khususnya dalam pemberian 
jabatan. Istilah nepotisme berasal dari kata Latin nepos, 
yang artinya cucu. Nepotisme dipakai sebagai istilah untuk 
menggambarkan perbuatan mengutamakan sanak keluarga, 
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kawan dekat, serta anggota partai politik yang sepaham, 
tanpa memperhatikan persyaratan yang ditentukan. Jadi, jika 
keluarga itu memang memenuhi syarat maka tidaklah 
termasuk nepotisme dalam pengertian itu. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian hukum 
normatif atau doktrinal. Termasuk tipe penelitian normatif karena 
penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma 
hukum (ketentuan-ketentuan yang ada).54 Selain itu, penelitian ini 
merupakan penelitian yang membahas secara sistematis, 
menganalisis hubungan antara ketentuan-ketentuan, dan mengkaji 
dan memperkirakan kemungkinan perkembangan-perkembangan di 
masa mendatang. Penelitian ini mencakup penelitian terhadap asas-
asas hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.55 Oleh karena 
itu, penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan, yang berarti 
akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder yang 
diperoleh dari penelitian, 
B. Metode Pendekatan 
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka 
metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan 
                                                          
54Peter Mahmud Marzuki sebagaimana dikutip dalam Agus yudha Hermoko, 2010, 
Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Kencana, 
hlm. 38. 
55Jhony Ibrahim, 2007, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: 
Bayumedia Publishing, hlm. 5 
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komparatif (comparative approach) yang dilakukan dengan menelaah 
semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu 
hukum serta membandingkan semua undang-undang dan regulasi 
terkait dengan masalah yang sedang diteliti dalam berbagai literatur 
yang dapat menunjang dalam penelitian ini. 
C. Bahan Hukum 
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 
bahan hukum yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan 
tujuan penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu: 
1. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-
catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-
undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum yang 
diperlukan adalah: 
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang 
Undang Hukum Acara Pidana 
c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi 
d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. 
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e. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara. 
g. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, 
Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. 
2. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder, yang merupakan publikasi tentang hukum 
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dalam hal ini 
publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus 
hukum, jurnal-jurnal hukum, dan kementar-komentar atas putusan 
pengadilan yang berhubungan masalah yang diteliti. 
3. Bahan Non-Hukum 
Bahan non-hukum merupakan bahan-bahan yang bersifat non-
hukum yang dapat menunjang dalam mengidentifikasi dan 
menganalisis fakta serta isu hukum secara akurat. 
D. Proses Pengumpulan Bahan Hukum 
Berdasarkan isu hukum dan metode pendekatan yang digunakan, 
maka proses pengumpulan bahan hukum meliputi: 
1. Proses Pengumpulan Bahan Hukum Primer 
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Pada proses ini menggunakan pendekatan perundang-undangan 
(statute approach), yang harus dilakukan adalah mencari peraturan 
perundang-undangan yang mampu mendukung penelitian. 
2. Proses Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder 
Pada proses ini, yang harus dilakukan adalah penelusuran terhadap 
publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen resmi 
dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
3. Proses Pengumpulan Bahan Hukum Non-Hukum 
Pada proses ini, yang dilakukan adalah mengumpulkan segala 
sesuatu yang berhubungan dan mempunyai relevansi dengan isu 
yang diteliti diluar dari bahan hukum. 
E. Analisis Bahan Hukum 
Bahan hukum yang diperoleh akan diidentifikasi dan 
diinventarisasi, bahan-bahan tersebut kemudian dianalisis 
menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh 
gambaran yang sistematis dan komperehensif dari seluruh bahan 
hukum yang diperoleh untuk menghasilkan preskripsi atau 
argumentasi hukum yang baru. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Pengaturan Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara 
Hasil Tindak Pidana Korupsi 
Tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini telah merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara serta menghambat 
pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional. Oleh karena 
itu tindak pidana korupsi harus diberantas demi menjamin 
kesejahteraan masyarakat.  
Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah 
dilakukan dengan dikeluarkannya 3 (tiga) peraturan perundang-
undangan mengenai tindak pidana korupsi, yaitu Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
Reformasi hukum dalam rangka pemberantasan korupsi tidak 
saja menyangkut reformasi peraturan perundang-undangan, tetapi 
juga menyangkut penegakan dan struktur hukum. Essensi pengaturan 
pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya ada 2 (dua) hal 
yang paling pokok, yaitu sebagai langkah preventif dan represif. 
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Langkah preventif tersebut terkait dengan adanya pengaturan 
pemberantasan tindak pidana korupsi, harapannya masyarakat tidak 
melakukan tindak pidana korupsi. Langkah represif meliputi 
pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus 
mengupayakan semaksimal mungkin kerugian negara yang telah 
dikorupsi bisa kembali.56 
Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya 
kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini 
membuat UU Tipikor baik yang lama yaitu UU No. 3 tahun 1971 
maupun yang baru yaitu UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 
2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu 
harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (Asset 
Recovery).57 
Berikut dikemukakan beberapa unsur penting pengembalian 
aset hasil tindak pidana korupsi:58 
1. Pengembalian aset merupakan system penegakan hukum; 
                                                          
56 A. Djoko Sumaryanto, 2012, Perspektif Yuridis Pengembalian Kerugian 
Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, diakses dari 
http://jonaediefendi.blogspot.com/2012/10/perspektif-yuridis-pengembalian.html [2 Juli 
2016] 
57 Nashriana, Asset Recovry dalam Tindak Pidana Korupsi: Upaya Pengembalian 
Kerugian Keuangan Negara, diakses dari: 
http://eprints.unsri.ac.id/569/1/Asset_Recovery__Dalam_Tindak_Pidana_Korupsi_Upaya
_Pengembalian_Kerugian_keuangan__Negara.pdf [2 juli 2016] 
58 Mahrus Ali dalam Jekson Kasehung, Hak Menuntut Kerugian Keuangan Negara 
Setelah Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Lex Administratum, Vol. 
III/No.1/Jan-Mar/2015, diakses dari 
http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/7082/6595 [3 Juli 
2016] 
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2. Penegakan hukum tersebut dilakukan baik melalui jalur pidana 
maupun jalur perdata; 
3. Melalui kedua jalur tersebut aset hasil tindak pidana korupsi 
dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan 
kepada Negara korban tindak pidana korupsi; 
4.  Pelacakan, pembekuan, perampasan penyitaan, penyerahan dan 
pengembalian dilakukan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi 
baik ditempatkan didalam maupun diluar negeri; 
5. System penegakan hukum dilakukan oleh Negara korban tindak 
pidana korupsi yang dilaksanakan oleh institusi penegak hukum; 
6. System ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut: 
a. Mengembalikan kerugian Negara korban tindak pidana korupsi 
yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi; 
b. Mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset-aset tersebut 
sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi 
untuk melakukan tindap pidana lainnya, misalnya, tindak pidana 
pencucian uang, terorisme, dan tindak pidana lintas Negara 
lainnya; 
c. Memberikan efek jera bagi pihak lain yang beritikad melakukan 
tindak pidana korupsi. 
Peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai 
penggantian kerugian keuangan negara atau dikenal dengan istilah 
uang pengganti. Penyelesaian kerugian negara dilakukan untuk 
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mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang akibat 
tindak pidana korupsi. Pengaturan mengenai uang pengganti dalam 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 34 huruf c, bahwa “selain 
ketentuan-ketentuan pidana yang dimaksud dalam KUHP maka 
sebagai hukuman tambahan dikenakan pula pembayaran uang 
pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta-
benda yang diperoleh dari korupsi”. Namun dalam undang-undang 
tersebut tidak diatur secara tegas kapan pembayaran uang pengganti 
itu harus dilakukan serta batas waktu pembayarannya. 
Ketidakjelasan pengaturan mengenai pembayaran uang 
pengganti dalam UU No. 3 Tahun 1971 kemudian dilengkapi dalam 
UU No. 31 Tahun 1999 dalam Pasal 18 ayat (2) yang menjelaskan 
bahwa “jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 
dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat 
disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti 
tersebut”. Kemudian dalam ayat selanjutnya dijelaskan bahwa 
“apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi 
untuk membayar uang pengganti sebagaimana, maka dipidana 
dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman 
maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam 
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undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan 
dalam putusan pengadilan”. 
Berdasarkan ketentuan peruandang-undangan tersebut terlihat 
jelas bahwa pengembalian kerugian keuangan menjadi sesuatu yang 
sangat ditekankan untuk dilakukan dalam rangka memulihkan kembali 
perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi. Hal ini juga 
ditegaskan dalam Undang-undang  No. 1 tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara dalam pasal 59 yang mengatur bahwa:  
(1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan 
melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera 
diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. 
(2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain 
yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan 
kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung 
merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian 
tersebut. 
(3) Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan 
kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti 
rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian 
negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang 
bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana 
pun. 
 
Pasal 60 Undang-undang  No. 1 tahun 2004 selanjutnya 
menjelaskan bahwa: 
(1) Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung 
atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan 
diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu 
diketahui. 
(2) Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada 
bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain 
yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan 
59 
 
kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) 
segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau 
pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung 
jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud. 
(3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin 
diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian 
negara, menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan segera 
mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian 
kerugian sementara kepada yang bersangkutan. 
 
Aturan tersebut telah menjelaskan bahwa pengembalian 
kerugian keuangan negara merupakan suatu kewajiban yang harus 
dilakukan oleh pelaku sebagaimana diatur dalam undang-undang dan 
apabila tidak dikembalikan akan mendapatkan sanksi baik 
administrasi maupun pidana. 
Merujuk pada Pasal 64 UU Nomor 1 Tahun 2004 dijelaskan 
bahwa "Bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara dan pejabat 
lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah 
dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana". Dari hal 
tersebut jelas terlihat bahwa penyelesaian pengembalian keuangan 
negara dapat dilakukan dalam berbagai aspek baik secara 
administrasi  maupun pidana.  
Secara administrasi, pengaturan pengembalian keuangan 
negara diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 
Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara 
Terhadap Bendahara. Adapun informasi tentang kerugian negara 
dapat diketahui dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, 
pengawasan aparat pengawasan fungsional, pengawasan dan/atau 
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pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan 
kerja, serta perhitungan ex officio.59 
Dalam rangka menyelesaikan kerugian keuangan negara, 
dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang diangkat 
oleh pimpinan instansi,60 yang selanjutnya akan menindaklanjuti 
setiap kasus kerugian negara berdasarkan laporan dari atasan 
langsung bendahara atau kepala satuan kerja kepada pimpinanan 
instansi yang telah diberitaukan kepada BPK. Pimpinan instansi 
kemudian menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara 
kepada BPK yang diterima dari laporan TPKN.61 Maka BPK akan 
melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian negara untuk 
menyimpulkan telah terjadi kerugian negara yang meliputi nilai 
kerugian negara, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun 
lalai, dan penanggung jawab.62  
Apabila dari hasil pemeriksaan tersebut terbukti ada perbuatan 
melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat 
kepada pimpinan instansi untuk memproses penyelesaian kerugian 
negara melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).63 
Tetapi apabila hasil pemeriksaan ternyata tidak terdapat perbuatan 
melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat 
                                                          
59 Pasal 3 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007. 
60 Pasal 4 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007. 
61 Pasal 11 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007. 
62 Pasal 12 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007. 
63 Pasal 12 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007. 
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kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dihapuskan 
dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara.64 
Bentuk penyelesaian kemudian dilakukan dengan 
penandatanganan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak 
(SKTJM) oleh bendahara dengan menyerah jaminan berupa bukti 
kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara, 
serta surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau 
kekayaan lain dari bendahara.65 Penggantian kerugian negara 
kemudian dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat 
puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.  
Apabila bendahara telah mengganti kerugian negara, TPKN 
mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual. 
Kemudian dalam hal bendahara telah mengganti kerugian negara, 
BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada pimpinan instansi agar 
kasus kerugian negara dikeluarkan dari daftar kerugian negara.66 
Penyelesaian pengembalian kerugian keuangan negara selain 
itu dapat pula dilakukan melalui jalur perdata maupun pidana. Melalui 
jalur perdata dapat dilihat dalam UU Tipikor.  
Pertama, ketika penyidik menemukan dan berpendapat bahwa 
satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, 
sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka 
dapat dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi 
                                                          
64 Pasal 12 ayat (3) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007. 
65 Pasal 14 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007. 
66 Pasal 18 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007. 
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yang dirugikan untuk mengajukan gugatan, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor bahwa: 
Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu 
atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup 
bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan 
Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara 
hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara 
untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada 
instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. 
 
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak dapat dituntut 
melalui jalur pidana karena tidak cukupnya bukti-bukti yang diperoleh, 
namun apabila telah ditemukan kerugian negara maka perkara 
tersebut dapat dilimpahkan untuk dilakukan gugatan perdata oleh 
pihak yang merasa dirugikan.  
Gugatan perdata juga dapat dilakukan apabila pada saat 
penyidikan tersangka meninggal dunia, atau pada saat dilakukan 
pemeriksaan di sidang pengadilan tersangka meninggal dunia, 
sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka 
penyidik menyerahkan berkas perkara kepada jaksa atau instansi 
yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli 
warisnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35 UU 
Tipikor. 
Pasal 34 UU Tipikor: 
Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan 
penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian 
keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas 
perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara 
Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk 
dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. 
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Pasal 35 UU Tipikor: 
Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan 
pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata 
telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum 
segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang 
tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan 
kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan 
perdata terhadap ahli warisnya. 
   
Setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap, masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga 
berasal dari hasil tindak pidana korupsi maka dapat dilakukan gugatan 
perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya. Hal ini sebgaimana 
dijelaskan dalam Pasal 38 C UU Tipikor: 
Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda 
milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal 
dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan 
perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan 
perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. 
 
Selanjutnya bahwa tuntutan ganti kerugian masih dapat 
dilakukan meskipun terdakwa mendapatkan putusan bebas dari 
pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) bahwa 
“putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak 
menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan 
negara”. 
Terkait masalah kerugian keuangan negara telah diatur dalam 
UU Tipikor dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. 
Pasal 2 UU Tipikor: 
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(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan 
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 
denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu 
milyar rupiah). 
 
Pasal 3 UU Tipikor: 
 
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu 
milyar rupiah). 
 
Kemudian pengembalian kerugian keuangan negara melalui 
jalur pidana dilakukan melalui proses penyitaan dan perampasan. Hal 
tersebut sebagaimana diatur dalam UU Tipikor bahwa dalam 
pengembalian kerugian keuangan negara, Hakim disamping 
menjatuhkan pidana Pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan 
sebagai berikut: 67 
1. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak 
berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau 
yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan 
milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula 
dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. 
                                                          
67 Pasal 18 ayat (1) huruf a UU 31/1999 
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2. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya 
sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana 
korupsi. 
3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling 
lama 1 (satu) tahun. 
4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau 
penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang 
telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. 
Jika Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 
dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat 
disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. 
Serta apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang 
mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan 
pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari 
pidana pokoknya.68 
 Hakim dapat menetapkan perampasan barang-barang yang 
telah disita apabila terdakwa meninggal dunia sebelum putusan 
dijatuhkan dan terdpat bukti yang cukup kuat bahwa yang 
bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi.69 Apabila 
terdakwa tidak dapat membuktikan harta bendanya bukan merupakan 
hasil tindak pidana, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh 
                                                          
68 Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UU 31/1999 
69 Pasal 38 ayat (5) UU 31/1999 
66 
 
juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan 
seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.70 
 Dengan demikian kita telah mengetahui beberapa hal 
mengenai pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana 
korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia baik secara pidana dan secara perdata, sehingga 
diharapkan pengembalian kerugian keuangan negara tersebut dapat 
dilakukan secara baik dan konsekuen. 
Adapun salah satu contoh kasus yang dapat kita lihat dari 
tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut: 
1. Kasus Posisi 
       Berawal dari adanya anggaran untuk pembangunan/infrastuktur 
transportasi/Laut Dermaga di daerah pulau terpencil dan terluar 
kabupaten alor Propensi Nusa Tenggara Timur yang bersumber dari  
APBN dan tertuang dalam DIPA sakter pengembangan daerah khusus 
Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2014 
DIPA-067.01.1.439602/2014 tanggal  05 Desember 2013 dengan pagu 
anggaran  sebesar 21.000.000.000 (Dua Puluh Satu Milyar Rupiah). 
terdakwa Slamet Maryoto,ST dalam jabatannya selaku anggota panitia  
penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan 
Daerah khusus Kementrian pembangunan Daerah tertinggaltahun 
anggaran 2014, bersama sama dengan Ir.Ramlan,MBA,MM, Sugiarto 
prayitno, Sri raharjo, Andi prayana, Marpih Unggul Purwanto, s.kom, Ir  
Noer suwartina, Andi Nugraha, Suryadi, s.ip, Dra Sofiyah, dan Berman 
banjarnahor (masing-masing dalam berkas perkara yang terpisah) baik 
sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu 
antara bulan februari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau 
setidak-tidaknya pada waktu –waktu dalam tahun 2014, bertempat di 
kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta, bertempat di 
belakan kecamatan pantar timur Kabupaten alor,propinsi NTT. 
                                                          
70 Pasal 38 B ayat (2) UU 31/1999 jo UU 20/2001 
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setelah  melewati  proses  pelelangan  umum melalui portal (LPSE) 
Kementrian Pembanguan Daerah Tertinggal maka PT Mina Fajar abadi 
dinyatakan  memenuhi syarat administrasi, Teknis dan harga sehingga di 
tetapkan sebagai pemenang. Kemudian  Ir.Ramlan MBA,MM selaku 
Direktur Utama PT Mina fajar abadi menandatangani kontrak  paket 
pekerjaan pembangunan/pengembangan infrastuktur transportasi 
laut/dermaga di Daerah pulau terpencil dan terluar di Kabupaten Alor 
Propinsi NTT pada sakter pengembangan Daerah Khusus Kementrian 
Daerah Tertinggal TA. 2014 Nomor  : KTR.182.2/PPK 1-PDK/Dep-v-
PDT/X/2014, Dengan nilai kontrak sebesar  Rp.20.554.601.086,-(dua 
puluh milyar lima ratus lima puluhempat juta enam ratus satu ribu delapan 
puluh enam rupiah)  dengan jangka waktu pelaksanaan sejak tanggal  01 
Oktober 2014 samapi dengan 31 Desember 2014. 
Selanjutnya untuk melakukan pekerjaan pengawasan/supervisi 
pembangunan dermaga di bakalan, kecamatan pantar timur, Kabupaten 
Alor maka pada tanggal  19 Mei 2014 Mapri unggul purwanto selaku PPK 
bersama dengan sri raharjo selaku Direktur PT.Spektra Adhiya Prasarana 
telah menandatangani kontrak supervisi dan pengawasan sebagaimana 
tertuang dalam Kontrak Nomor :KTR.186.8/PPK1-PDK/Dep.v-PDT/X/2014 
tanggal 7 Oktober 2014 dengan nilai kontrak Rp.153.450.000.- (seratus 
lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) 
dalam peleksanaan pekerjaan pembangunan/pengembangan infrastuktur 
laut di daerah pulau terpencil dan terluar di Kabupaten Alor Propinsi NTT 
tahun anggaran 2014, Ir Sri Raharjo selaku Direktur PT. Spekta adhya 
prasarana  tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan 
yang tertuang dalam kontrak, melainkan menyerahkan seluruh pekerjaan 
tersebut kepada Andy Prayana dengan imbalan jasa sebesar 4% dari nilai 
kontrak dan sebagai akibatnya penempatan personil di lapangan tidak 
sesuai dengan yang ada dalam dokumen penawaran yang di ajukan baik 
dari sisi kualitas maupun kuantitas yang menyebabkan pengawasan 
terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dilakukan sesuai syarat-
syarat yang di tentukan dalam kontrak pengawasan 
terdakwa Slamet Maryoto, ST dalam jabatannya selaku Anggota panitia 
penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan 
daerah  khusus kementrian pembangunan daerah tertinggal tahun 
anggaran 2014 berdasarkan surat keputusan kuasa pengguna anggaran 
satuan kerja pengembanga daerah khusus Nomor : 013/KEP/KPA-
PDK/KPDT/I/2014 tanggal 2 Januari tentang pembentukan panitia penilai 
dan penerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah 
khusus kementrian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014. 
Yang kemudian dirubah  dengan keputusan kuasa pengguna Anggaran 
satuan kerja pengembangan  daerah khusus Nomor : 132/Kep/KPA-
PDK/KPDT/VII/2014 Tanggal 16 juli 2014 yang di tandatangani oleh Ir 
AriefBudhiono selaku kuasa pengguna anggaran untuk melakukan 
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penilaian dan penerimaan barang/jasa pada pembangunan dermaga di  
Bakalang kabupaten Alor  
Maprih Unggul Purwanto, s.kom selaku PPK menugaskan terdakwa  
slamet maryoto, ST bersama sama Ir Noer Suwartina, Adi Nugraha 
Suryadi, s.IP, Dra Sofiyah dan Berman banjar nahor  untuk melakukan 
perhitungan dan penilaian hasil pekerjaan dermaga di kecamatan Baklang  
Kecamatan Pantar timur, kabupaten Alor dengan cara menghitung 
pekerjaan berdasarkan laporan yang dibuat dan di tandatangani oleh Arief 
Pambudi,ST selaku projec Manager  PT Mina Fajar abadi dan laporan 
yang dibuat dan di tandatangani oleh Aswandi, ST,MT selaku team 
Leader konsultan supervisi PT Spektra adhya prasarana  serta 
rekomendasi dari kepala dinas perhubungan komunikasi  dan informatika 
Kabupaten Alor. 
terdakwa Slamet maryoto, ST bersama sama Ir Noer  suwartina, Adi 
Nugraha, Suryadi, S.Ip, Dra sofiya,dan Berman banjarnahor dalam 
memeriksa dak menilai kesesuaian hasil pekerjan pembanguna Dermaga 
di Bangkalang, Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor tidak perna 
sama sekali membandingkan laporan tersebut dengan pemeriksaan fisik 
di lapangan.  Hanya menghitung dan menilai berdasarkan laporan yang 
diperolah dari PT.Mina Fajar Abadi maupun laporan yang di terima dari 
konsultan spektra Adhya prasarana serta rekomendasi dari kepala dinas 
perhubungan, komunikasi dan inrformatika kabupaten Alor. Padahal 
dalam kenyataannya setelah di lakukan analisa teknis terhadap pekrjaan 
kontruksi tiang pancang dengan rincian 8 (delapan) item pekerjaan di 
dalamnya maka di temukan adanya selisi volume kurang, antara volume 
kontrak dengan volume terpasang. Dengan demikian yang tentunya hal ini 
juga menimbulkan selisi biaya kurang, antara biaya volume kontrak 
dengan biaya volume. 
Selanjutnya terdakwa Slamet maryoto, ST bersama-sama Ir Noer 
suwartina, Adinugraha Suryadi, S.Ip, Dra. Sofia dan Berman banjar 
Nahor,SE tidak perna kelokasi dalam rangka pemeriksaan fisik serta tidak 
perna bertemu dengan Ir.Ramlan, MBA.,MM selaku direktur PT.Mina Fajar 
Abadi yang juga menandatangani berita acara tersebut yang dalam 
kenyataanya tanda tangan Ir.Ramlan, MBA.,MM. di palsukan. Bahkan 
terdakwa Slamet maryoto, ST, bersama –sama  Ir.Noer suwartina, Adi 
nugraha suryadi, dan Berman banjar nahor, SE, selaku panitia peneliti dan 
penerima hasil pekerjaan meskipun tidak pernah melakukan pemeriksaan 
dan pengujian di lokasi di lapangan namun telah menandatangani berita 
acara penilaian dan serah terimah atas hasil pekerjaan dari Termin I, 
termin II, dan termin III.  (100%) seakan akan perna melakukan 
pemeriksaan di lokasi pekerjaan sehingga menyatakan laporan progres 
termin I, termin II (100%) yang di ajukan oleh kontraktor pelaksana 
maupun konsultan pengawas telah sesuai kondisi di lapangan dan 100% 
sesuai kontrak yang kemudian di jadikan salah satu dasar bagi maprih 
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unggul purwanto, S.kom, selaku PPk untuk melakukan pembayaran 
termin I, termin II, dan termin III. (100%) padahal dalam kenyataannya 
pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan kontrak karena terdapat 
kekurangan volume pekerjaan, hal tersebut bertentengan dengan 
 
perbuatan terdak Slamet Maryoto, ST  bersama sama Ir Noer suwirtina, 
Adi nugraha suryadi, s.ip, berman banjar nahor, SE, Marpih unggul 
purwanto, S.kom bersama sama dengan Ir ramlan, MBA.,MM selaku 
direktur PT Mina Fajar Abadi, Ir Sri raharjo selaku Direktur PT.Spektra 
Adhya Prasarana , sugiarto prayitno dan Andy prayana yang antara satu 
perbuatan dengan satu perbuatan lainnya mempunyai hubungan saling 
berkaitan yang menyebabkan fisik pekerjaan di lapangan dilaksanakan 
tidak sesuai dengan kontrak namun telah di mintakan dan di bayarkan 
100% senilai kontrak sehinggah terjadi pembayaran melebihi fisik yang 
terpasang dan mengakibatkan kerugian keuangan  negara sejumlah 
Rp.4.347.721.446 ( empat milyar tiga ratus empat puluh tuju juta tuju ratus 
dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) atau setidak-
tidaknya sekitar jumlah tersebut.  Sebagai mana laporan hasil Audit BPKP 
No. SR-521/PW24/5/2015 tanggal 22 Desember 2015 dengan kesimpulan 
sebagai berikut : 
No Uraian Jumlah (Rp) 
1 Realisasi pembayaran  
Pekerjaan berdasarkan  
Dokumen pembayaran 
20.554.
601.086
,00 
 
2 PPN 10% 1.868.6
00.099,
00 
 
3 Jumlah setelah dikurangi  
PPN 
 18.686.000.98
7,00 
4 Realisasi  volume 
terpasang sesuai dengan 
perhitungan tim ahli 
politehnik kota kupang 
 14.338.279.54
2,00 
5 Jumlah Kerugian 
Negara 
 4.347.721.446,
00 
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2. Dakwaan Penuntut Umum 
PRIMAIR 
Bahwa terdakwa Slamet Maryoto,ST dalam jabatannya selaku anggota 
panitia  penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja 
pengembangan Daerah khusus Kementrian pembangunan Daerah 
tertinggaltahun anggaran 2014, bersama sama dengan 
Ir.Ramlan,MBA,MM, Sugiarto prayitno, Sri raharjo, Andi prayana, 
Marpih Unggul Purwanto, s.kom, Ir  Noer suwartina, Andi Nugraha, 
Suryadi, s.ip, Dra Sofiyah, dan Berman banjarnahor (masing-masing 
dalam berkas perkara yang terpisah) baik sebagai orang yang melakukan 
atau turut serta melakukan, pada waktu antara bulan februari 2014 sampai 
dengan bulan Desember 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu –waktu 
dalam tahun 2014, bertempat di kementrian Pembangunan Daerah 
Tertinggal di Jakarta, bertempat di belakan kecamatan pantar timur 
Kabupaten alor,propinsi NTT atau pada tempat lain yang masuk dalam 
kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi  pada Pengadilan Negri 
Kupang  untuk memeriksa dan mengadili, SECARA MELAWAN HUKUM, 
MEMPERKAYA DIRI SENDIRI, ORANG LAIN ATAU SUATU 
KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA 
ATAU PEREKONOMIAN NEGARA,  yang dilakukan dengan cara sebagai 
berikut  : 
Bahwa anggaran untuk pembangunan/infrastuktur transportasi/Laut 
Dermaga di daerah pulau terpencil dan terluar kabupaten alor Propensi 
Nusa Tenggara Timur yang bersumber dari  APBN dan tertuang dalam 
DIPA sakter pengembangan daerah khusus Kementrian Pembangunan 
Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2014 DIPA-067.01.1.439602/2014 
tanggal  05 Desember 2013 dengan pagu anggaran  sebesar 
21.000.000.000 (Dua Puluh Satu Milyar Rupiah). 
Bahwa  setelah  melewati  proses  pelelangan  umum melalui portal 
(LPSE) Kementrian Pembanguan Daerah Tertinggal maka PT Mina Fajar 
abadi dinyatakan  memenuhi syarat administrasi, Teknis dan harga 
sehingga di tetapkan sebagai pemenang. Kemudian  Ir.Ramlan MBA,MM 
selaku Direktur Utama PT Mina fajar abadi menandatangani kontrak  
paket pekerjaan pembangunan/pengembangan infrastuktur transportasi 
laut/dermaga di Daerah pulau terpencil dan terluar di Kabupaten Alor 
Propinsi NTT pada sakter pengembangan Daerah Khusus Kementrian 
Daerah Tertinggal TA. 2014 Nomor  : KTR.182.2/PPK 1-PDK/Dep-v-
PDT/X/2014, Dengan nilai kontrak sebesar  Rp.20.554.601.086,-(dua 
puluh milyar lima ratus lima puluhempat juta enam ratus satu ribu delapan 
puluh enam rupiah)  dengan jangka waktu pelaksanaan sejak tanggal  01 
Oktober 2014 samapi dengan 31 Desember 2014. 
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Bahwa adapun item yang tertuang  dalam kontrak yang telah di tanda 
tangani Ir Ramlan, MBA.,MM  selaku direktur PT Mina Fajar Abadi dengan 
marpih unggul purwanto,  s.kom selaku  PPK  antara lain sebagai berikut : 
No. Nama pekerjaan Jumlah Biaya 
1. Pekerjaan 
persiapan 
Rp.  
1.259.568.680,00 
2. Pekerjaan 
pembangunan 
trestle 
Rp.  
3.802.304.167,50 
3. Pekerjaan 
Dermaga 
(54x8)M2 
Rp.  
12.436.995.490,60 
4. Pekerjaan 
causawey 
Rp.  
1.187.132.649,20 
A Total biaya fisik Rp.  
18.686.000.987.00 
B PPN (10%)XA Rp.  1. 
868.600.009,00 
C Sub Total A+B Rp.  
20.554.601.086,00 
Terbilang : dua puluh milyar lima ratus lima puluh empat juta 
enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah 
 
Tabel kesesuaian  antara kontrak dan laporan  
hasil pekerjaan PT.Mina fajar 
   
Pekerjaan  Pembangunan/pengembangan 
infrastuktur transportasi 
laut/dermaga di pulau terpencil 
dan terluar kabupaten alor 
propinsi NTT 
Lokasi  Desa Bakalang, Kabupaten 
Alor, propinsi Nusa Tenggara 
Timur 
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Tahun 
Anggaran 
 2014 
 
N
o 
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOL HARGA SATUAN 
JUMLAH HARGA 
(Rp) 
I 
PEKERJAAN 
PERSIAPAN 
    
1 
Papan proyek 
 
 1 Rp.752.690,00 Rp.752.690,00 
2 
Pekerjaan mobilisasi 
dan Demobilisasi 
 1 Rp.949.900.000,00 
Rp.949.900.000,0
0 
3 
Administrasi,pelapora
n dan Dokumentasi 
 1 Rp.29.925.000,00 Rp.29.925.000,00 
4 
Penerangan, 
keamanan, dan 
keselamatan kerja 
 1 Rp.74.381.180,00 Rp.74.381.180,00 
5 
Pengelolaan air bersih 
dan air kerja 
 1 Rp.29.956.920,00 Rp.29.956.920,00 
6 
Pembersihan lokasi 
pekerjaan 
 4 Rp.6.665.850.,00 Rp.26.663.400,00 
7 
Pengukuran dan 
pemasangan titik tetap 
 1 Rp.84.751.490,00 Rp.84.751.490,00 
8 
Direksi keet,bedeng 
kerja, dangudangba 
M2 100 Rp.632.380,00 Rp.63.238.000,00 
 
JMLAH PEKERJAAN 
PERSIAPAN 
   
RP.1.259.568.680
,00 
I
I 
PEKERJAAN 
PEMBANGUNAN 
TRESTLE (6x27) M2 
    
1 
pengadaan tiang 
pancang baja 
kg 73.920,00 Rp.26.380,00 
Rp.1.950.009.600,
00 
2 
Pembuatan sepatu 
tiang pancang pipa 
baja 
Buah 16.00 Rp.2.447.000,00 Rp.39.362.000,00 
3 
Pengecetan tiang 
pancang baja 
M2 804.67 Rp.166.680,00 Rp.134.122395,60 
4 Pengankutan tiang 
pancang ke titik 
M 560.00 Rp.141.380,00 Rp.79.172.800,00 
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pancang 
5 
Pemancangan tiang 
tegak 
M 528.00 Rp.623.480,00 
Rp.329.197.440,0
0 
6 
Penyambungan tiang 
pancang bajah 
buah 16.00 Rp.808.450,00 Rp.12.935.200,00 
7 
Pemotongan tiang 
pancang 
buah 16.00 Rp.881.550,00 Rp.14.104.800,00 
8 Plat baja alas beton kg 206.28 Rp.58.300,00 Rp.12.026.124,00 
9 
Tulangan stek untuk 
tiang pancang 
buah 16.00 Rp.791.110,00 Rp.12.657.760,00 
1
0 
Beton isi tiang 
panjang  isian=2 m 
M3 4.98 Rp.5.261.430,00 Rp.26.201.921,00 
1
1 
Pembuatan poer 
beton 
M3 18.43 Rp.8.094.410,00 
Rp.149.179.976,0
0 
1
2 
Pembuatan balok 
beton 35/60 
M3 18.90 Rp.9.130.640,00 Rp.172.569096,00 
1
3 
Pembuatan lantai 
beton 
M3 52.05 Rp.8.989.620,00 
Rp.467.909.721,0
0 
1
4 
kansten M3 1.74 Rp.7.540.810,00 Rp.13.121.009,00 
1
5 
Densotip proteksi 
korusi 
M2 57.48 Rp.3.760.250,00 
Rp.213.035.250,0
0 
1
6 
PDA test titik 1.00 Rp.28.000.00,00 Rp.28.000.000,00 
1
7 
Dilatasi m 21.00 Rp.380.800,00 Rp.7.996.800,00 
1
8 
Test beton material  1.00 Rp.28.000,00 Rp.28.000.00,00 
1
9 
Lampu penerangan 
solar sistem 
buah 3.00 Rp.36.000.000,00 
Rp.108.000.000,0
0 
2
0 
Pengecetan kansten M2 26.46 Rp.166.680,00 Rp.4.410.352,80 
 
JUMLAH 
PEKERJAAN 
PEMBANGUNAN 
TRESTLE 
   
Rp.3.802.304.167
,00 
I
I
PEKERJAN 
DERMAGA (8x54) m2 
    
74 
 
I 
1 
Pengadaan tiang 
pancang baja 
kg 247,104.00 Rp.26,380,00 
Rp.6.518.603,520,
00 
2 
Pembuatan sepatu 
tiang pipa baja 
buah 48.00 Rp.2.477.000,00 
Rp.118.896.000,0
0 
3 
Pengecetan tiang 
pancang baja 
M2 2,689.90 Rp.166.680.00 
Rp.448.352.532,0
0 
4 
Pengankutan tiang 
pancang ke titik 
pancangan 
m 1,872.00 Rp.141.380,00 
Rp.264.663.360,0
0 
5 
Pemancangan tiang 
tegak 
m 1.584.00 Rp.632.480.,00 
Rp.987.529.320,0
0 
6 
Penyambungan tiang 
pancang baja 
buah 96.00 Rp.808.450,00 Rp.77.611.200,00 
7 
Pemotongan tiang 
pancang 
buah 48.00 Rp.881.550,00 Rp.42.314.400,00 
8 
Pelat baja alas beton 
isi tiang 
kg 618.85 Rp.58.300,00 Rp.36.078.955,00 
9 
Tulang steak untuk 
tiang pancang 
buah 48.00 Rp.791110,00 Rp.37.973280,00 
1
0 
Beton isi tiang 
pancang isian=2m 
M3 14,95 Rp.5.261.430.00 Rp.76.658.378,50 
1
1 
Pembuatan poer 
beton 
M3 95.94 Rp.8.094.410,00 Rp.776.577.695,4 
1
2 
Pembuatan balok 
beton 
M3 46.44 Rp.9.130.640,00 
Rp.424.026.921,6
0 
1
3 
Pembuatan lantai 
beton 
M3 129.60 Rp.898.620,00 Rp.1.165.673,00 
1
4 
Kansten M3 3.40 Rp.7.450.200,00 Rp.25.638.754,00 
1
5 
Densotip proteksi 
korosi 
M2 172.43 Rp.243.654,455,00 
Rp.797.870.000,0
0 
1
6 
PDA test Titik 1.00 Rp. 881.550,00 
Rp. 
.42.314.400,00 
1
7 
dilatasi m 9.00 Rp. 791110,00 Rp. 37.973280,00 
1
8 
Test beton Ls 16.00 Rp.2.447.000,00 Rp.39.362.000,00 
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1
9 
pengecetan kansten M2 804.67 Rp.166.680,00 Rp.134.122395,60 
2
0 
Pengadaan dan 
angkutan karet feder 
Buah 560.00 Rp.141.380,00 Rp.79.172.800,00 
2
1 
Pemasangan karet 
feder 
buah 528.00 Rp.623.480,00 
Rp.329.197.440,0
0 
2
2 
Pengadaan dan 
angkutan bollar 15 ton 
buah 16.00 Rp.808.450,00 Rp.12.935.200,00 
2
3 
Pemasangan bollar 15 
ton 
Buah 16.00 Rp.881.550,00 Rp.14.104.800,00 
2
4 
Pengadaan cliet baja Buah 206.28 Rp.58.300,00 Rp.12.026.124,00 
2
5 
Pemasangan cliet 
baja 
Buah 16.00 Rp.791.110,00 Rp.12.657.760,00 
2
6 
Lampu penerangan 
solar sistem 
buah 4.98 Rp.5.261.430,00 Rp.26.201.921,00 
 
JUMLAH 
PEKERJAAN 
DERMAGA 
   
Rp.12.436.995.49
0.60 
I
V 
PEKERJAAN CAUSE 
WAY 8MX54N 
    
1 
Pemasangan batu 
kosong 
M3 280.67 Rp.703.190,00 Rp.197.364337,00 
2 Pondasi batu kali M3 279.14 Rp.1578,750,00 
Rp.440.692.275,0
0 
3 Pleteran M2 214.72 Rp.66.610,00 Rp.14.302.499,20 
4 
Pemasangan  
goetextile 
M2 214.72 Rp.123.680,00 Rp.26.556.60 
5 
Urungan tanah 
pulihan untuk cause 
way 
M3 380,00 Rp.390.470,00 Rp.148.490837.60 
6 Pipa peresapan PVC Btg 64.00 Rp.113.330,00 Rp.7.253.120,00 
7 
Pembuatan 
perkerasan beton 
M3 20.84 Rp.6.129.660,00 
Rp.125.535.436,8
0 
8 Kansten beton M3 1.04 Rp.7.540.810.00 Rp.7.540.810,00 
9 
Pengecetan kasten 
beton 
M2 10.29 Rp.116.690,00 Rp.1.715.137.20 
1 l-shape beton M3 25.07 Rp.8.675040,00 Rp.217.483.252,8
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0 0 
 
JUMLAH 
PEKERJAAN 
DERMAGA 
   
Rp.1.187.132.649
,20 
 
Bahwa Ir. Ramlan, MBA.,MM setelah menandatangani kontrak nomor : 
KTR.182.2/PPKI-PDK/Dep-V-PDT/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014  
kemudian mengalihkan semua pekerjan-pekerjaan 
pembangunan/pengembangan infrastuktur transportasi laut/Dermaga di 
daerah pulau terpencil dan Terluar di Kabupaten Alor Propinsi NTT pada 
sakter pengembangan daerah khusus Kementrian Pembangunan Daerah 
Tertinggal TA. 2014 kepada Sugiarto prayitno alias Daut dengan uang 
kompensasi sebesar  Rp.250.000.000,00.-(dua ratus limah puluh juta 
rupiah) yang di terima dari Sugianto prayitno alias Daud, dan untuk 
memberikan dasar hukum dari adanya pengalihan pekerjaan tersebut 
maka Ir. Ramlan,MBA.,MM dan sugiarto prayitno alias Daud telah 
menyerahkan seluruh pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga di 
Bakalang, Kecamatan pantar Timur kepada sugiarto prayitno Alias daud. 
Dan kemudian dibuatkan akte kuasa Direktur PT Mina Fajar Abadi dari 
Ir.ramlan,MBA,MM kepada Sugiarto prayitno Alias Daut di hadapan 
Notaris Novianti, SH. 
Bahwa untuk melakukan pekerjaan pengawasan/supervisi pembangunan 
dermaga di bakalan, kecamatan pantar timur, Kabupaten Alor maka pada 
tanggal  19 Mei 2014 Mapri unggul purwanto selaku PPK bersama dengan 
sri raharjo selaku Direktur PT.Spektra Adhiya Prasarana telah 
menandatangani kontrak supervisi dan pengawasan sebagaimana 
tertuang dalam Kontrak Nomor :KTR.186.8/PPK1-PDK/Dep.v-PDT/X/2014 
tanggal 7 Oktober 2014 dengan nilai kontrak Rp.153.450.000.- (seratus 
lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) 
Bahwa dalam peleksanaan pekerjaan pembangunan/pengembangan 
infrastuktur laut di daerah pulau terpencil dan terluar di Kabupaten Alor 
Propinsi NTT tahun anggaran 2014, Ir Sri Raharjo selaku Direktur PT. 
Spekta adhya prasarana  tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, melainkan menyerahkan 
seluruh pekerjaan tersebut kepada Andy Prayana dengan imbalan jasa 
sebesar 4% dari nilai kontrak dan sebagai akibatnya penempatan personil 
di lapangan tidak sesuai dengan yang ada dalam dokumen penawaran 
yang di ajukan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang 
menyebabkan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut 
tidak dilakukan sesuai syarat-syarat yang di tentukan dalam kontrak 
pengawasan. 
Bahwa terdakwa Slamet Maryoto, ST dalam jabatannya selaku Anggota 
panitia penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja 
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pengembangan daerah  khusus kementrian pembangunan daerah 
tertinggal tahun anggaran 2014 berdasarkan surat keputusan kuasa 
pengguna anggaran satuan kerja pengembanga daerah khusus Nomor : 
013/KEP/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tanggal 2 Januari tentang pembentukan 
panitia penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja 
pengembangan daerah khusus kementrian pembangunan daerah 
tertinggal tahun anggaran 2014. Yang kemudian dirubah  dengan 
keputusan kuasa pengguna Anggaran satuan kerja pengembangan  
daerah khusus Nomor : 132/Kep/KPA-PDK/KPDT/VII/2014 Tanggal 16 juli 
2014 yang di tandatangani oleh Ir AriefBudhiono selaku kuasa pengguna 
anggaran untuk melakukan penilaian dan penerimaan barang/jasa pada 
pembangunan dermaga di  Bakalang kabupaten Alor. 
Bahwa Maprih Unggul Purwanto, s.kom selaku PPK menugaskan 
terdakwa  slamet maryoto, ST bersama sama Ir Noer Suwartina, Adi 
Nugraha Suryadi, s.IP, Dra Sofiyah dan Berman banjar nahor  untuk 
melakukan perhitungan dan penilaian hasil pekerjaan dermaga di 
kecamatan Baklang  Kecamatan Pantar timur, kabupaten Alor dengan 
cara menghitung pekerjaan berdasarkan laporan yang dibuat dan di 
tandatangani oleh Arief Pambudi,ST selaku projec Manager  PT Mina 
Fajar abadi dan laporan yang dibuat dan di tandatangani oleh Aswandi, 
ST,MT selaku team Leader konsultan supervisi PT Spektra adhya 
prasarana  serta rekomendasi dari kepala dinas perhubungan komunikasi  
dan informatika Kabupaten Alor. 
Bahwa adapun item yang tertuang dalam kontrak guna dilakukan 
penilaian dan penerimaan barang/jasa pada  pembangunan dermaga 
diBakalang Kabupaten Alor antara lain sebagai berikut : 
No Nama Pekerjaan Jumlah Biaya 
1 Pekerjaan Persiapan Rp. 1.259.568.680,00 
2 Pekerjaan 
Pembangunan Trestle 
Rp. 3.802.304.167,50 
3 Pekerjaan Dermaga 
(54x8)m2 
Rp. 12.436.995.490,60 
4 Pekerjaan Causawey Rp. 1.187.132.649,20 
A Total Biaya Fisik Rp. 18.686.000.987,00 
B PPN (10%)XA Rp. 1.868.600.009,00 
C Sub Total A+B Rp. 20.554.601.086,00 
Terbilang : dua puluh miliar lima ratus lima puluh empat juta enam 
ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah 
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Tabel kesesuaian antara kontrak dan laporan hasil pekerjaan 
PT.Mina Fajar 
Pekerjaan  : Pembanguna / 
pengembangan 
infrastuktur transportasi 
laut/ Dermaga di pulau 
terpencil dan terluar 
kabupaten Alor 
Propinsi NTT 
Lokasi  : Desa Bakalang, 
Kabupaten Alor, 
Propinsi Nusa 
Tenggara Timur 
Tahun Anggaran : 2014 
 
N
o 
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOL HARGA SATUAN 
JUMLAH HARGA 
(Rp) 
i 
PEKERJAAN 
PERSIAPAN 
    
1 
Papan proyek 
 
 1 Rp.752.690,00 Rp.752.690,00 
2 
Pekerjaan mobilisasi 
dan Demobilisasi 
 1 Rp.949.900.000,00 Rp.949.900.000,00 
3 
Administrasi,pelapora
n dan Dokumentasi 
 1 Rp.29.925.000,00 Rp.29.925.000,00 
4 
Penerangan, 
keamanan, dan 
keselamatan kerja 
 1 Rp.74.381.180,00 Rp.74.381.180,00 
5 
Pengelolaan air bersih 
dan air kerja 
 1 Rp.29.956.920,00 Rp.29.956.920,00 
6 
Pembersihan lokasi 
pekerjaan 
 4 Rp.6.665.850.,00 Rp.26.663.400,00 
7 
Pengukuran dan 
pemasangan titik tetap 
 1 Rp.84.751.490,00 Rp.84.751.490,00 
8 
Direksi keet,bedeng 
kerja, dan gudang 
bahan 
M2 100 Rp.632.380,00 Rp.63.238.000,00 
79 
 
 
JUMLAH 
PEKERJAAN 
PERSIAPAN 
   
RP.1.259.568.680,
00 
I
I 
PEKERJAAN 
PEMBANGUNAN 
TRESTLE (6x27) M2 
    
1 
pengadaan tiang 
pancang baja 
kg 
73.9
20,0
0 
Rp.26.380,00 
Rp.1.950.009.600,
00 
2 
Pembuatan sepatu 
tiang pancang pipa 
baja 
Buah 
16.0
0 
Rp.2.447.000,00 Rp.39.362.000,00 
3 
Pengecetan tiang 
pancang baja 
M2 
804.
67 
Rp.166.680,00 Rp.134.122395,60 
4 
Pengankutan tiang 
pancang ke titik 
pancang 
M 
560.
00 
Rp.141.380,00 Rp.79.172.800,00 
5 
Pemancangan tiang 
tegak 
M 
528.
00 
Rp.623.480,00 Rp.329.197.440,00 
6 
Penyambungan tiang 
pancang bajah 
buah 
16.0
0 
Rp.808.450,00 Rp.12.935.200,00 
7 
Pemotongan tiang 
pancang 
buah 
16.0
0 
Rp.881.550,00 Rp.14.104.800,00 
8 Plat baja alas beton kg 
206.
28 
Rp.58.300,00 Rp.12.026.124,00 
9 
Tulangan stek untuk 
tiang pancang 
buah 
16.0
0 
Rp.791.110,00 Rp.12.657.760,00 
1
0 
Beton isi tiang 
panjang  isian=2 m 
M3 4.98 Rp.5.261.430,00 Rp.26.201.921,00 
1
1 
Pembuatan poer 
beton 
M3 
18.4
3 
Rp.8.094.410,00 Rp.149.179.976,00 
1
2 
Pembuatan balok 
beton 35/60 
M3 
18.9
0 
Rp.9.130.640,00 Rp.172.569096,00 
1
3 
Pembuatan lantai 
beton 
M3 
52.0
5 
Rp.8.989.620,00 Rp.467.909.721,00 
1
4 
Kansten M3 1.74 Rp.7.540.810,00 Rp.13.121.009,00 
1
5 
Densotip proteksi 
korusi 
M2 
57.4
8 
Rp.3.760.250,00 Rp.213.035.250,00 
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1
6 
PDA test titik 1.00 Rp.28.000.000,00 Rp.28.000.000,00 
1
7 
Dilatasi m 
21.0
0 
Rp.380.800,00 Rp.7.996.800,00 
1
8 
Test beton material  1.00 Rp.28.000,00 Rp.28.000.00,00 
1
9 
Lampu penerangan 
solar sistem 
buah 3.00 Rp.36.000.000,00 Rp.108.000.000,00 
2
0 
Pengecetan kansten M2 
26.4
6 
Rp.166.680,00 Rp.4.410.352,80 
 
JUMLAH 
PEKERJAAN 
PEMBANGUNAN 
TRESTLE 
   
Rp.3.802.304.167,
00 
I
I
I 
PEKERJAN 
DERMAGA (8x54) m2 
    
1 
Pengadaan tiang 
pancang baja 
kg 
247,
104.
00 
Rp.26,380,00 
Rp.6.518.603,520,
00 
2 
Pembuatan sepatu 
tiang pipa baja 
buah 
48.0
0 
Rp.2.477.000,00 Rp.118.896.000,00 
3 
Pengecetan tiang 
pancang baja 
M2 
2,68
9.90 
Rp.166.680.00 Rp.448.352.532,00 
4 
Pengankutan tiang 
pancang ke titik 
pancangan 
m 
1,87
2.00 
Rp.141.380,00 Rp.264.663.360,00 
5 
Pemancangan tiang 
tegak 
m 
1.58
4.00 
Rp.632.480.,00 Rp.987.529.320,00 
6 
Penyambungan tiang 
pancang baja 
buah 
96.0
0 
Rp.808.450,00 Rp.77.611.200,00 
7 
Pemotongan tiang 
pancang 
buah 
48.0
0 
Rp.881.550,00 Rp.42.314.400,00 
8 
Pelat baja alas beton 
isi tiang 
kg 
618.
85 
Rp.58.300,00 Rp.36.078.955,00 
9 
Tulang steak untuk 
tiang pancang 
buah 
48.0
0 
Rp.791110,00 Rp.37.973280,00 
1
0 
Beton isi tiang 
pancang isian=2m 
M3 
14,9
5 
Rp.5.261.430.00 Rp.76.658.378,50 
1
1 
Pembuatan poer 
beton 
M3 
95.9
4 
Rp.8.094.410,00 Rp.776.577.695,4 
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1
2 
Pembuatan balok 
beton 
M3 
46.4
4 
Rp.9.130.640,00 Rp.424.026.921,60 
1
3 
Pembuatan lantai 
beton 
M3 
129.
60 
Rp.898.620,00 Rp.1.165.673,00 
1
4 
Kansten M3 3.40 Rp.7.450.200,00 Rp.25.638.754,00 
1
5 
Densotip proteksi 
korosi 
M2 
172.
43 
Rp.243.654,455,00 Rp.797.870.000,00 
1
6 
PDA test Titik 1.00 Rp. 881.550,00 Rp. .42.314.400,00 
1
7 
Dilatasi m 9.00 Rp. 791110,00 Rp. 37.973280,00 
1
8 
Test beton Ls 
16.0
0 
Rp.2.447.000,00 Rp.39.362.000,00 
1
9 
pengecetan kansten M2 
804.
67 
Rp.166.680,00 Rp.134.122395,60 
2
0 
Pengadaan dan 
angkutan karet feder 
Buah 
560.
00 
Rp.141.380,00 Rp.79.172.800,00 
2
1 
Pemasangan karet 
feder 
buah 
528.
00 
Rp.623.480,00 Rp.329.197.440,00 
2
2 
Pengadaan dan 
angkutan bollar 15 ton 
buah 
16.0
0 
Rp.808.450,00 Rp.12.935.200,00 
2
3 
Pemasangan bollar 15 
ton 
Buah 
16.0
0 
Rp.881.550,00 Rp.14.104.800,00 
2
4 
Pengadaan cliet baja Buah 
206.
28 
Rp.58.300,00 Rp.12.026.124,00 
2
5 
Pemasangan cliet 
baja 
Buah 
16.0
0 
Rp.791.110,00 Rp.12.657.760,00 
2
6 
Lampu penerangan 
solar sistem 
buah 4.98 Rp.5.261.430,00 Rp.26.201.921,00 
 
JUMLAH 
PEKERJAAN 
DERMAGA 
   
Rp.12.436.995.490
.60 
I
V 
PEKERJAAN CAUSE 
WAY 8MX54N 
    
1 
Pemasangan batu 
kosong 
M3 
280.
67 
Rp.703.190,00 Rp.197.364337,00 
2 Pondasi batu kali M3 
2
7
9
.
1
Rp.1578,750,00 Rp.440.692.275,00 
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4 
3 Pleteran M2 
2
1
4
.
7
2 
Rp.66.610,00 Rp.14.302.499,20 
4 
Pemasangan  
goetextile 
M2 
2
1
4
.
7
2 
Rp.123.680,00 Rp.26.556.60 
5 
Urungan tanah 
pulihan untuk cause 
way 
M3 
3
8
0
,
0
0 
Rp.390.470,00 Rp.148.490837.60 
6 Pipa peresapan PVC Btg 
6
4
.
0
0 
Rp.113.330,00 Rp.7.253.120,00 
7 
Pembuatan 
perkerasan beton 
M3 
2
0
.
8
4 
Rp.6.129.660,00 Rp.125.535.436,80 
8 Kansten beton M3 
1
.
0
4 
Rp.7.540.810.00 Rp.7.540.810,00 
9 
Pengecetan kasten 
beton 
M2 
1
0
.
2
9 
Rp.116.690,00 Rp.1.715.137.20 
1
0 
l-shape beton M3 
2
5
.
0
7 
Rp.8.675040,00 Rp.217.483.252,80 
 
JUMLAH 
PEKERJAAN 
DERMAGA 
   
Rp.1.187.132.649,
20 
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Bahwa terdakwa Slamet maryoto, ST bersama sama Ir Noer  suwartina, 
Adi Nugraha, Suryadi, S.Ip, Dra sofiya,dan Berman banjarnahor dalam 
memeriksa dak menilai kesesuaian hasil pekerjan pembanguna Dermaga 
di Bangkalang, Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor tidak perna 
sama sekali membandingkan laporan tersebut dengan pemeriksaan fisik 
di lapangan.  Hanya menghitung dan menilai berdasarkan laporan yang 
diperolah dari PT.Mina Fajar Abadi maupun laporan yang di terima dari 
konsultan spektra Adhya prasarana serta rekomendasi dari kepala dinas 
perhubungan, komunikasi dan inrformatika kabupaten Alor. Padahal 
dalam kenyataannya setelah di lakukan analisa teknis terhadap pekrjaan 
kontruksi tiang pancang dengan rincian 8 (delapan) item pekerjaan di 
dalamnya maka di temukan adanya selisi volume kurang, antara volume 
kontrak dengan volume terpasang. Dengan demikian yang tentunya hal ini 
juga menimbulkan selisi biaya kurang, antara biaya volume kontrak 
dengan biaya volume. 
Bahwa walaupun pelaksanaan pekerjaan pembangunan/pengembangan 
infrastruktur laut di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor 
provinsi NTT Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan tidak sesuai 
kontrak sebagai akibat dari perbuatan Ir. Ramlan, MBA.,MM yang tidak 
melakukan pengawasan dan koordinasi dengan Sugiarto Prayitno Alias 
Daud terkait dengan perkembangan kemajuan pekerjaan tersebut dan 
sebagai akibat dari perbuatan Ir. Sri Rahardjo yang setelah mengalihkan 
pekerjaan pengawasan tidak pernah mengawasi dan berkordinasi dengan 
Andi Prayana tentang pelaksanaan pengawasan di lapangan, serta 
perbuatan Maprih Unggul Purwanto yang dalam jabatannya sebagai 
Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan tindakan yang diharuskan 
kontrak untuk memastikan kesesuaian personil inti dan peraltan yang 
ditempatkan di lapangan dengan yang tercantum dalam kkontrak, 
menyebabkan Sugiarto Prayitno Alias Daud sebagai pihak yang secara 
nyata melakukan pekerjaan dilapangan telah mengajukan permintaan 
pembayaran pekerjaan di lapangan telah mengajukan permintaan 
pembayran baik Termin I, Termin II, Termin III (100%) dengan cara 
memalsukan tandatangan dari Ir. Rahlan, MBA.,MM, dilampiri dengan 
laporan Progres Termin I, Termin II, dan Termin III yang isinya tidak 
sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. 
Bahwa terdakwa Slamet Maryoto, ST bersama Ir Noer Suwartina Adi 
Nugraha Suryadi, S.Ip, Dra Sofiyah dan Berman Banjarnohor setelah 
malakukan perhitungan dan penilaian laporan tersebut tanpa melakukan 
pemeriksaan fisik di lapangan, membuat Berita Acara Penilaian dan Serah 
Terima Hasil Pekerjaan setiap terminnyaantara lain sebagai berikut: 
Termin I 
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Berita Acara Penilain dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 
076/BA.PHP/PPBJ-PDK/DEP.V/XII/2014 tanggal 10 november yang 
ditandatangani oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu: Ir. 
Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, Se, 
Dra sofiah, Slamet Maryono, ST, dengan pihak PT. Mina Fajar Abadi, Ir. 
Ramlan, MBA., MM. 
Bahwa adapun isi berita acra yang dimaksud adlah: 
1. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen 
laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan/ 
pengembangan infrastruktur laut (Dermaga)  di daerah pulau 
terpencil dan terluar kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) 
Tahun anggaran 2014, sebagaiman dipersyaratkan dalam 
dokumen surat perjanjian kerja: 
2. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres 
kemajuan pekerjaan sebagimana dalam point 1 dalam kondisi baik; 
3. Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan pihak kedua 
kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan: 
a. Periode Minggu ke-1 s.d 4 (01 Oktober s.d 26 Oktober 2014) 
yang telah mencapai 56,35%: 
b. Yang telah diajukan dan disetujui oleh project manager (Arief 
pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan 
oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh 
pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT); 
c. Yang telah mendaptkan rekomendasi dari Kepala Dinas 
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor 
Nomor: 550/974/dishubkominfo/XI/2014, tanggal 3 
November 2014 
d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari 
PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor: 
046/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014. 
4. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah 
dokumen yang telah sesuai dengan kondisi di lapangan, untuk 
digunakan dalam proses pencairan termin I (kesatu) sebesar 50% 
(Lima puluh persen) 
Bahwa panitia penilai menyatakan Berita Acara Penilain dan Serah 
Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat sebenarnya setelah mempelajari 
dokumen dan mencocokan dengan kondisi dilapangan dan menjadi 
sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk 
digunakan sebagiamana mestinya sesuai dengan ketentuan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku: 
Bahwa terdakwa Slamet Maryoto, ST bersama sama Ir Noer Suwartina 
Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Dra Sofiah dan Berman Banjarnahor, SE 
selain tidak pernah ke lokasi dalam rangka pemeriksaan fisik, serta 
tidak pernah bertemu dengan Ir. Ramlan,MBA.,MMA, selaku Direktur 
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PT. Mina Fajar Abadi yang juga menandatangani Berita Acara 
tersebut, ternyata tandatangan Ir. Ramlan, MBA.,MM telah dipalsukan. 
Bahwa ternyata laporan Kemajuan Proyek yangdiserahkan Pihak 
kedua kepada pihak pertama berupa laporan Periode Minggu ke-1 s.d 
4 (01 Oktober s.d 26 Oktober 2014) yang telah mencappai 50% yang 
diajukan dan disetujui oleh Arief Pambudi, ST selaku Project Manager 
PT Mina Fajar Abadi berdasarkan laporan harian yang disampaikan 
oleh site manager Yusri hanafi, ST. MT dan telah diperiksa oleh 
pengawas lapangan yaitu Aswandy, ST,. MT selaku  team Leader 
konsultan supervisi PT.Spektra adhya Prasarana, adalah laporan yang 
tidak benar. Arif pambudi, ST tidak perna terlibat dalam proyek 
tersebut karena kedudukannya telah digantikan oleh Minoto, demikian 
juga site manager Yusri Manafi, ST,MT tidak perna melaksanakan 
pekerjaan pengawasan karena tidak perna terlibat dalam pekerjaan 
tersebut. 
 
Bahwa sebagai syarat untuk pencairan Termin I, walaupun maprih 
Unggul Purwanto, S.Kom selaku PPK tidak perna bertemu langsung 
dengan Ir.Ramlan, MBA.,MM dan ternyata Ir.Ramlan, MBA.,MM juga 
tidak perna menandatangani surat-surat sebagai syarat pembayaran, 
namun Mapri Unggul Purwanto, S.Kom telah menandatangani surat-
surat antara lain : 
 Kwitansi/Bukti pembayaran nomor 001/KWT/XI/2014 tertanggal 
27 November 2014 senilai Rp.10.227.300.543,-  yang terdapat 
tandatangan Ir.ramlan,  MBA.,MM selaku direktur utama 
PT.Mina Fajar Abadi sebagai pihak yang menerima pembayaran 
dengan PPK marpih Unggul Purwanto, S.Kom selaku pihak 
yang membayar. 
 Berita acara pembayaran Nomor : BAP.223.1/PPKI-PDK/Dep.V-
PDT/XI/2014 tanggal 27 November 2014 antrar pihak pertama 
Marpih Unggul Purwanto selaku pejabat pembuat komitmen 
sebagai pihak membayar dengan direktur PT. Spektra Adhya 
Prasarana selaku pihak yang membayar. 
Bahwa Marpih Unggul Purwanto, S.Kom  selaku PPK tanpa melakukan 
penilaian dari kebenaran materil surat-surat tersebut, selanjutnya 
menandatangani surat permintaan pembayaran (spp) Nomor : 
00779/SPP/SPDK/XII/2014 tanggal 14 Desember  2014 yang ditujukan 
kepada pejabat penandatanganan surat perintah pembayaran (ppspm). 
Dan atas dasar surat permintaan surat pembayaran tersebut maka  
Thomas pambudi selaku pejabat SPM telah menandatangani surat 
perintah membayar (SPM) No. 00779/SPM/ SPDK/XII/2014 tanggal 5 
Desember 2014 yang  ditujukan kepada kantor pelayanan perbendaharaa 
negara Jakarta VI. Dan atas dasar SPM tersebut maka kantor pelayanan 
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perbendaharaan negarajakarta VI menerbitkan SP2D No. 
184309L/175/110 tanggal 8 Desember 2014 untuk pembayaran termin I 
kepada PT.Mina Fajar Abadi pada Bank BPD DKI kantor cabang utama 
juanda Jakarta Pusat Nomor rekening :101-08-08836.0 atas nama 
PT.Mina Fajar Abadi sebesar Rp.10.277.300.543,- (include pajak). 
Termin II 
berita acara penilaian dan serah terima hasil pekerjaan Nomor : 115/BA-
PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang di 
tandatangani oleh panitia penilai dan penerima barang/jasa yaitu : Ir.Noer 
Suartina, Adi Nugraha Suryadi, S.IP, Berman Banjar Nahor, SE, Dra Sofia 
Slamet Maryoto, ST dengan pihak PT.Mina Fajar Abadi Ir.Ramlan, 
MBA,.MM. 
bahwa adapun isi berita acara yang dimaksud adalah : 
1. Pihak kedua telah menyarahkan kepada pihak pertama dokumen 
laporan progres kemajuan pekerjaan kontruksi 
pembangunan/pengembangan infrastuktur laut (Dermaga) di 
daerah pulau terpencil dan pulau terluar Kabupaten Alor Propinsi 
NTT (Dermaga V-5) tahun anggaran 2014, sebagaimana di 
persyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja. 
2. Pihak pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres 
kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam poin 1 dalam kondisi baik 
3. Dalam laporan kemajuan proyek yang di serahkan pihak kedua 
kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan : 
a. Periode minggu ke-5 s.d 10 (27 oktober s.d  7 Desember 
2014) yang telah mencapai 80, 315 % 
b. Yang telah di ajukan dan di setujui oleh project manager Arif 
Pambudi, ST berdasarkan laporan harian yang di sampaikan 
oleh site manager (yusri hanafi) dan telah di periksa oleh 
pengawas lapangan Aswandy, ST.,MT 
c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari kepala dinas 
perhubungan, komunikasi dan informatika Kabupaten Alor 
Nomor : 550/1290/dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 
Desember 2014 
d. Berdasarkan berita acara pemeriksaan pekerjaan dari 
PT.Spektra Adhya Prasarana nomor : 
057/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014. 
 
4. Laopran progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah 
dokumen  yang sesuai dengan kondisi di lapangan, untuk di 
gunakan dalam proses pencarian termin II sebesar 30% 
Bahwa panitia penilai menyatakan berita acara  penilaian dan serah 
terima hasil pekerjaan ini di buat sebenarnya setelah mempelajari 
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dokumen dan mencocokkan dengan kondisi dilapangan dan menjadi sah 
berlaku setelah di tandatangani kedua belah pihak, untuk di gunakan 
sebagai mana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 
Bahwa terdakwa Slamet maryoto, ST bersama-sama Ir Noer suwartina, 
Adinugraha Suryadi, S.Ip, Dra. Sofia dan Berman banjar Nahor,SE tidak 
perna kelokasi dalam rangka pemeriksaan fisik serta tidak perna bertemu 
dengan Ir.Ramlan, MBA.,MM selaku direktur PT.Mina Fajar Abadi yang 
juga menandatangani berita acara tersebut yang dalam kenyataanya 
tanda tangan Ir.Ramlan, MBA.,MM. di palsukan. 
 
Bahwa ternyata laporan kemajuan proyek yang di serahkan pihak kedua 
kepada pihak pertama berupa laporan priode minggu ke-5 s.d ke-10 (27 
Oktober s.d 7 Desember) yang telah mencapai 80,315% yang diajukan 
dan telah di setujui oleh  Arief prambudi, ST.MT dan telah diperiksa oleh 
Aswandy, ST,MT selaku team leader konsultan supervisi PT.Spektra 
Adhya Prasarana, adalah laporan yang tidak benar karena Arief prambudi, 
ST selaku project PT.Mina Fajar Abadi tidak perna terlibat dalam proyek 
tersebut karena kedudukannya telah digantikan oleh minoto, demikian 
juga site manager yusri hanafi, ST.,MT yang menandatangani laporan 
harian tersebut tidak perna terlibat dalam proyek tersebut dan tidak 
mengetahui tentang pelaksanaan proyek tersebut karena kedudukannya 
telah digantikan oleh sularno. Selain itu Aswandy, ST.MT tidak perna 
melaksanakan pekerjaan pengawasan karena tidak perna terlibat dalam 
proyek tersebut. 
Bahwa sebagai syarat pembayaran terdapat kwitansi/bukti pembayaran 
tertanggal 18 Desember 2014 senilai Rp.6.166.380.326,- dan berita acara 
pembayaran Nomor :BAP.238.1/PPKI-PDK/Dep.V-PDT/XII/2014 antara 
direktur utama PT.Mina Fajar Abadi dengan PPK marpih unggul purwanto, 
S.Kom untuk pembayaran termin II sebesar Rp.6.166.380.326,- pajak 
PPN sebesar Rp.186.174.009,- 
Bahwa Marpih unggul purwanto, S.Kom dalam menandatangani kuitansi 
dan berita acara pembayaran tersebut tidak pernah bertemu langsung 
dengan Ir.Ramlan, MBA,MM dan ternyata Ir.Ramlan,MBA,MM tidak perna 
menandatangani kuitansi dan berita acara pembayaran tersebut. 
bahwa selanjutnya atas dasar surat-surat dan dokumen sebagai syarat 
tersebut di atas terdakwa marpih unggul purwanto lalu menandatangani 
surat pernyataan tanggung jawab belanja tanggal 18 Desember 2014 dan 
surat permintaan pembayaran Nomor : 0583/SPP/PDK-3298/XII/2014 
tanggal 18 Desember 2014 yang ditujukan kepada PPSPM yang 
kemudian di tindak lanjuti oleh Thomas pambudi menerbitkan SPM 
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tanggal 19 Desember 2014 yang di tunjukkan kepada kanrtor pelayanan 
perbendaharaan Negara, Jakarta VI dan atas dasar SPM tersebut maka 
kantor pelayanan perbendaharaan Nagara Jakarta VI menerbitkan SP2D 
No. 194314L/175/110 tanggal 23 desember 2014 untuk pembayaran 
termin II kepada PT.Mina Fajar Abadi pada bank BPD DKI kantor cabang 
utama juanda jakarta pusat atas nama PT.Mina Fajar Abadi sebesar 
Rp.5.437.626.287,- (lima milyar empat ratus tiga puluh tuju juta enam 
ratus dua puluh enam jutah dua ratus delapan puluh tujuh rupiah). 
 
Termin III 
berita acara penilaian dan serah terima hasil pekerjaan Nomor : 132/BA-
PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang di tanda 
tangani oleh panitia penilai dan penerima barang/jasa yaitu : Ir, Noer 
suhartina, Adi nugraha suryadi, Dra. Sofia, slamet maryoto, ST., berman 
banjar nahor, SE, dengan pihak PT>mina fajar abadi Ir.Ramlan,MBA.,MM. 
 
 
 
Bahwa adapun isi berita acra yang di maksud adalah : 
1) .pihak kedua telah menyerahkan kepada pihak pertama dokumen 
laporan progres kemajuan pekerjaan kontruksi 
pembangunan/pengembang infrastuktur laut (Dermaga) di daerah 
pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT (Dermaga 
V-5) tahun anggaran 2014 sebagaimana di persyaratkan dalam 
dokumen perjanjian kerja 
2) Pihak pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres 
kemejuan pekerjaan sebagaimana dalam poin 1 dalam kondisi baik 
3) Dalam laporan kemajuan proyek yang diserahkan pihak kedua 
kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan : 
a. Periode minggu ke-11 s.d 12 ( 08 Desember s.d 19 
desember 2014) yang telah mencapai 100% 
b. Yang telah di ajukan dan di setujui oleh project manager 
arief pambudi berdasarkan laporan harian yang di 
sampaikan oleh site manager yusri hanafi dan telah di 
periksa oleh pengawas lapangan aswandy 
c. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas 
Perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten Alor 
No : 550/1290/dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 
Desember 2014 
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d. Berdasarkan berita acara pemeriksaan pekerjaan dari 
PT.spektra adhya prasarana Nomor : 
059/BAPP/SAP/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014. 
4) Laporan progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah 
dokumen yang telah sesuai dengan kondisi lapangan, untuk 
digunakan dalam proses pencairan termin III sebesar 20% (dua 
puluh persen) 
Bahwa panitia penilai menyatakan berita acara penilaian dan serah 
terimah hasil pekerjaan ini di buat sebenarnya setelah mempelajari 
dokumen dan mencocokkan dengan kondisi di lapangan dengan dan 
menjadi sah berlaku setelah di tanda tangani oleh kedua belah pihak, 
untuk di gunakan sebagai mana mestinya sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
Bahwa terdakwa Slamet maryoto, ST bersama-sama Ir Noer suwartina, 
Adinugraha Suryadi, S.Ip, Dra. Sofia dan Berman banjar Nahor,SE tidak 
perna kelokasi dalam rangka pemeriksaan fisik serta tidak perna bertemu 
dengan Ir.Ramlan, MBA.,MM selaku direktur PT.Mina Fajar Abadi yang 
juga menandatangani berita acara tersebut yang dalam kenyataanya 
tanda tangan Ir.Ramlan, MBA.,MM. di palsukan. 
Bahwa sampai dengan tanggal 10 januari 2015 pekerjaan di lapangan 
belum 100% tetapi karena panitia penilai dan penerima barang dan jasa 
tidak melaksanakan pemeriksaan di lapangan sehingga tidak mengetahui 
keadaan sebenarnya dan selanjutnya membuat berita acara penilaian dan 
serah terima hasil pekerjaan yang tidak benar. 
Bahwa ternyata laporan kemajuan proyek yang di serahkan pihak kedua 
kepada pihak pertama berupa laporan priode minggu ke-11 s.d ke-12 ( 8 
Desember s.d 19 Desember 2014) yang telah mencapai 100% yang 
diajukan dan telah di setujui oleh  Arief prambudi, ST.MT dan telah 
diperiksa oleh Aswandy, ST,MT selaku team leader konsultan supervisi 
PT.Spektra Adhya Prasarana, adalah laporan yang tidak benar karena 
Arief prambudi, ST selaku project PT.Mina Fajar Abadi tidak perna terlibat 
dalam proyek tersebut karena kedudukannya telah digantikan oleh minoto, 
demikian juga site manager yusri hanafi, ST.,MT yang menandatangani 
laporan harian tersebut tidak perna terlibat dalam proyek tersebut dan 
tidak mengetahui tentang pelaksanaan proyek tersebut karena 
kedudukannya telah digantikan oleh sularno. Selain itu Aswandy, ST.MT 
tidak perna melaksanakan pekerjaan pengawasan karena tidak perna 
terlibat dalam proyek tersebut. Dan kenyataannya sampai dengan tanggal 
10 januari 2015 pekerjaan di lapangan belum di selesaikan oleh 
pelaksana pekerjaan PT.Mina fajar abadi. 
Bahwa sebagai syarat pembayaran terdapat kwitansi/bukti pembayaran 
senilai Rp.4.110.920.217,- antara direktur utama PT.Mina abadi fajar 
dengan Marpih unggul purwanto, S.Kom selaku PPK untuk pembayran 
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termin III sebesar Rp 4.110.920.217,- pajak ppn sebesar Rp.373.720.020,- 
dan PPH sebesar Rp.112.116.006,- 
Bahwa marpih unggul purwanto dalam menandatangani kuitansi dan 
berita acara pembayaran tersebut tidak perna bertemu langsung dengan 
Ir.ramblan,MBA.,MM dan ternyata Ir.ramlan, MBA.,MM tidak perna 
menandatangani kwitansi dan berita acara pembayaran tersebut. 
Bahwa selanjutnya atas dasar dokumen dan surat-surat sebagai syarat 
tersebut di atas marpih unggul purwanto nenandatangani surat 
pernyataan tanggung jawab belanja dan surat permintaan pembayaran 
yang di tujukan kepada kantor perbendaharaan negara jakarta VI dan atas 
dasar SPM tersebut maka kantor pebendaharaan negara jakarta VI 
menerbitkan SP2D untuk pembayaran termin III kepada PT.Mina fajar 
abadi pada bank BPD DKI kantor cabang utama juanda jakarta pusat 
sebesar Rp.3.625.084.191,-(tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta 
delapan puluh empat ribuh seratus sembilan puluh satu rupiah). 
Bahwa perbuatan terdakwa Slamet maryoto, ST, bersama –sama  Ir.Noer 
suwartina, Adi nugraha suryadi, dan Berman banjar nahor, SE, selaku 
panitia peneliti dan penerima hasil pekerjaan meskipun tidak pernah 
melakukan pemeriksaan dan pengujian di lokasi di lapangan namun telah 
menandatangani berita acara penilaian dan serah terimah atas hasil 
pekerjaan dari Termin I, termin II, dan termin III.  (100%) seakan akan 
perna melakukan pemeriksaan di lokasi pekerjaan sehingga menyatakan 
laporan progres termin I, termin II (100%) yang di ajukan oleh kontraktor 
pelaksana maupun konsultan pengawas telah sesuai kondisi di lapangan 
dan 100% sesuai kontrak yang kemudian di jadikan salah satu dasar bagi 
maprih unggul purwanto, S.kom, selaku PPk untuk melakukan 
pembayaran termin I, termin II, dan termin III. (100%) padahal dalam 
kenyataannya pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan kontrak karena 
terdapat kekurangan volume pekerjaan, hal tersebut bertentengan dengan 
: 
1. Pasal 18 ayat 1, 4 pepres No 54 tahun 2010 tentang pengadaan 
barang/jasa pemerintah yang menentukan : 
1) Pengguna anggaran/kuasa  serta menetapkan panitia /pejabat 
penerima hasil pekerjaan sebagai mana yang dimaksud pada 
ayat (1) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk : 
a) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan 
barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam 
kontrak 
b)  Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui 
pemeriksaan/pengujian. Dan 
c) Membuat dan menandatangani berita acara serah teriman 
hasil pekerjaan. 
2. Pasal 95 ayat 1, 2, dan 3 pepres No.54 tahun 2010 yang 
menegaskan : 
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1) Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang 
tertera dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan 
permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk 
menyerahkan pekerjaan 
2) PA/KPA menunjuk panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan 
untuk melkukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah di 
selesaikan. 
3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagai 
mana yang di maksud pada ayat (2), panitia/pejabat penerima 
hasil melalui PPK memerintah untuk memperbaiki dan/atau 
melengkapi kekurangan pekerjaan sebagai mana di syaratkan 
dalam kontrak. 
3. Keputusan kuasa pengguna anggaran satuan kerja pengembangan 
daerah khusus Nomor : 132/Kep/KPA-PDK/KPDT/VII/2014, tanggal 
16 juli 2014 tentang perubahan keputusan Nomor : 0013/Kep/KPA-
PDT/I/2014 tentang pembentukan panitia penilai  dan penerima 
barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus 
kementrian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014  
yang menyebutkan tugas dan tanggung jawab panitia adalah : 
1) Memeriksa dan menilai kesesuaian hasil pekerjaan 
pengadaan barang/jasa sesuai dengan yang tertera pada 
dokumen surat perjanjian kerja (SPK) antara pejabat 
pembuat komitmen dengan pihak penyedia barang/jasa. 
2) Melakukan evaluasi  hasil pekerjaan yang telah di serahkan 
oleh penyedia Barang/jasa. 
3) Membuat berita acara hasil pemeriksaan, penilaian serta 
hasil evaluasi pengadaan barang/jasa. 
Bahwa perbuatan terdak Slamet Maryoto, ST  bersama sama Ir Noer 
suwirtina, Adi nugraha suryadi, s.ip, berman banjar nahor, SE, Marpih 
unggul purwanto, S.kom bersama sama dengan Ir ramlan, MBA.,MM 
selaku direktur PT Mina Fajar Abadi, Ir Sri raharjo selaku Direktur 
PT.Spektra Adhya Prasarana , sugiarto prayitno dan Andy prayana yang 
antara satu perbuatan dengan satu perbuatan lainnya mempunyai 
hubungan saling berkaitan yang menyebabkan fisik pekerjaan di lapangan 
dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak namun telah di mintakan dan di 
bayarkan 100% senilai kontrak sehinggah terjadi pembayaran melebihi 
fisik yang terpasang dan mengakibatkan kerugian keuangan  negara 
sejumlah Rp.4.347.721.446 ( empat milyar tiga ratus empat puluh tuju juta 
tuju ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) atau 
setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.  Sebagai mana laporan hasil 
Audit BPKP No. SR-521/PW24/5/2015 tanggal 22 Desember 2015 dengan 
kesimpulan sebagai berikut : 
No Uraian Jumlah (Rp) 
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1 
Realisasi 
pembayaran 
Pekerjaan 
berdasarkan 
Dokumen 
pembayaran 
20.554.601.086,00  
2 PPN 10% 1.868.600.099,00  
3 
Jumlah setelah 
dikurangi 
PPN 
 18.686.000.987,00 
4 
Realisasi  volume 
terpasang sesuai 
dengan 
perhitungan tim 
ahli politehnik kota 
kupang 
 14.338.279.542,00 
5 
Jumlah Kerugian 
Negara 
 4.347.721.446,00 
 
Bahwa perbuatan terdakwa Slamet maryoto,ST, Ir Noer suwartina, Adi 
nugraha suryadi, S.Ip, berman banjar nahor, SE, Dra sofiyah, Marpih 
unggul purwanto, S.kom, selaku pejabat pembuat komitmen, Ir. Ramlan, 
MBA,MM, Ir Sri raharjo bersama sama dengan sugianto prayitno, Andi 
prayana. Sebagai mana diatur dan di ancam pidana pasal 2 ayat (1)  jo 
pasal 18 UU Nomor  31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 
UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 
pasal 55 ayat (1) KUHP. 
SUBSIDAIR 
Bahwa terdakwa Slamet Maryoto,ST dalam jabatannya selaku anggota 
panitia  penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja 
pengembangan Daerah khusus Kementrian pembangunan Daerah 
tertinggaltahun anggaran 2014, bersama sama dengan 
Ir.Ramlan,MBA,MM, Sugiarto prayitno, Sri raharjo, Andi prayana, 
Marpih Unggul Purwanto, s.kom, Ir  Noer suwartina, Andi Nugraha, 
Suryadi, s.ip, Dra Sofiyah, dan Berman banjarnahor (masing-masing 
dalam berkas perkara yang terpisah) baik sebagai orang yang melakukan 
atau turut serta melakukan, pada waktu antara bulan februari 2014 sampai 
dengan bulan Desember 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu –waktu 
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dalam tahun 2014, bertempat di kementrian Pembangunan Daerah 
Tertinggal di Jakarta, bertempat di belakan kecamatan pantar timur 
Kabupaten alor,propinsi NTT atau pada tempat lain yang masuk dalam 
kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi  pada Pengadilan Negri 
Kupang  untuk memeriksa dan mengadili, SECARA MELAWAN HUKUM, 
MEMPERKAYA DIRI SENDIRI, ORANG LAIN ATAU SUATU 
KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA 
ATAU PEREKONOMIAN NEGARA,  yang dilakukan dengan cara sebagai 
berikut  : 
Bahwa anggaran untuk pembangunan/infrastuktur transportasi/Laut 
Dermaga di daerah pulau terpencil dan terluar kabupaten alor Propensi 
Nusa Tenggara Timur yang bersumber dari  APBN dan tertuang dalam 
DIPA sakter pengembangan daerah khusus Kementrian Pembangunan 
Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2014 DIPA-067.01.1.439602/2014 
tanggal  05 Desember 2013 dengan pagu anggaran  sebesar 
21.000.000.000 (Dua Puluh Satu Milyar Rupiah). 
Bahwa  setelah  melewati  proses  pelelangan  umum melalui portal 
(LPSE) Kementrian Pembanguan Daerah Tertinggal maka PT Mina Fajar 
abadi dinyatakan  memenuhi syarat administrasi, Teknis dan harga 
sehingga di tetapkan sebagai pemenang. Kemudian  Ir.Ramlan MBA,MM 
selaku Direktur Utama PT Mina fajar abadi menandatangani kontrak  
paket pekerjaan pembangunan/pengembangan infrastuktur transportasi 
laut/dermaga di Daerah pulau terpencil dan terluar di Kabupaten Alor 
Propinsi NTT pada sakter pengembangan Daerah Khusus Kementrian 
Daerah Tertinggal TA. 2014 Nomor  : KTR.182.2/PPK 1-PDK/Dep-v-
PDT/X/2014, Dengan nilai kontrak sebesar  Rp.20.554.601.086,-(dua 
puluh milyar lima ratus lima puluhempat juta enam ratus satu ribu delapan 
puluh enam rupiah)  dengan jangka waktu pelaksanaan sejak tanggal  01 
Oktober 2014 samapi dengan 31 Desember 2014. 
Bahwa adapun item yang tertuang  dalam kontrak yang telah di tanda 
tangani Ir Ramlan, MBA.,MM  selaku direktur PT Mina Fajar Abadi dengan 
marpih unggul purwanto,  s.kom selaku  PPK  antara lain sebagai berikut : 
No. Nama pekerjaan Jumlah Biaya 
1. Pekerjaan 
persiapan 
Rp.  
1.259.568.680,00 
2. Pekerjaan 
pembangunan 
trestle 
Rp.  
3.802.304.167,50 
3. Pekerjaan 
Dermaga 
(54x8)M2 
Rp.  
12.436.995.490,60 
94 
 
4. Pekerjaan 
causawey 
Rp.  
1.187.132.649,20 
A Total biaya fisik Rp.  
18.686.000.987.00 
B PPN (10%)XA Rp.  1. 
868.600.009,00 
C Sub Total A+B Rp.  
20.554.601.086,00 
Terbilang : dua puluh milyar lima ratus lima puluh empat juta 
enam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah 
 
Tabel kesesuaian  antara kontrak dan laporan  
hasil pekerjaan PT.Mina fajar 
   
Pekerjaan  Pembangunan/pengembangan 
infrastuktur transportasi 
laut/dermaga di pulau terpencil 
dan terluar kabupaten alor 
propinsi NTT 
Lokasi  Desa Bakalang, Kabupaten 
Alor, propinsi Nusa Tenggara 
Timur 
Tahun 
Anggaran 
 2014 
 
N
o 
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOL HARGA SATUAN 
JUMLAH HARGA 
(Rp) 
I 
PEKERJAAN 
PERSIAPAN 
    
1 
Papan proyek 
 
 1 Rp.752.690,00 Rp.752.690,00 
2 
Pekerjaan mobilisasi 
dan Demobilisasi 
 1 
Rp.949.900.000,0
0 
Rp.949.900.000,00 
3 Administrasi,pelapora  1 Rp.29.925.000,00 Rp.29.925.000,00 
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n dan Dokumentasi 
4 
Penerangan, 
keamanan, dan 
keselamatan kerja 
 1 Rp.74.381.180,00 Rp.74.381.180,00 
5 
Pengelolaan air bersih 
dan air kerja 
 1 Rp.29.956.920,00 Rp.29.956.920,00 
6 
Pembersihan lokasi 
pekerjaan 
 4 Rp.6.665.850.,00 Rp.26.663.400,00 
7 
Pengukuran dan 
pemasangan titik tetap 
 1 Rp.84.751.490,00 Rp.84.751.490,00 
8 
Direksi keet,bedeng 
kerja, dangudangba 
M2 100 Rp.632.380,00 Rp.63.238.000,00 
 
JMLAH PEKERJAAN 
PERSIAPAN 
   
RP.1.259.568.680,
00 
I
I 
PEKERJAAN 
PEMBANGUNAN 
TRESTLE (6x27) M2 
    
1 
pengadaan tiang 
pancang baja 
kg 
73.920,0
0 
Rp.26.380,00 
Rp.1.950.009.600,
00 
2 
Pembuatan sepatu 
tiang pancang pipa 
baja 
Buah 16.00 Rp.2.447.000,00 Rp.39.362.000,00 
3 
Pengecetan tiang 
pancang baja 
M2 804.67 Rp.166.680,00 Rp.134.122395,60 
4 
Pengankutan tiang 
pancang ke titik 
pancang 
M 560.00 Rp.141.380,00 Rp.79.172.800,00 
5 
Pemancangan tiang 
tegak 
M 528.00 Rp.623.480,00 Rp.329.197.440,00 
6 
Penyambungan tiang 
pancang bajah 
buah 16.00 Rp.808.450,00 Rp.12.935.200,00 
7 
Pemotongan tiang 
pancang 
buah 16.00 Rp.881.550,00 Rp.14.104.800,00 
8 Plat baja alas beton kg 206.28 Rp.58.300,00 Rp.12.026.124,00 
9 
Tulangan stek untuk 
tiang pancang 
buah 16.00 Rp.791.110,00 Rp.12.657.760,00 
1
0 
Beton isi tiang 
panjang  isian=2 m 
M3 4.98 Rp.5.261.430,00 Rp.26.201.921,00 
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1
1 
Pembuatan poer 
beton 
M3 18.43 Rp.8.094.410,00 Rp.149.179.976,00 
1
2 
Pembuatan balok 
beton 35/60 
M3 18.90 Rp.9.130.640,00 Rp.172.569096,00 
1
3 
Pembuatan lantai 
beton 
M3 52.05 Rp.8.989.620,00 Rp.467.909.721,00 
1
4 
Kansten M3 1.74 Rp.7.540.810,00 Rp.13.121.009,00 
1
5 
Densotip proteksi 
korusi 
M2 57.48 Rp.3.760.250,00 Rp.213.035.250,00 
1
6 
PDA test titik 1.00 Rp.28.000.00,00 Rp.28.000.000,00 
1
7 
Dilatasi m 21.00 Rp.380.800,00 Rp.7.996.800,00 
1
8 
Test beton material  1.00 Rp.28.000,00 Rp.28.000.00,00 
1
9 
Lampu penerangan 
solar sistem 
buah 3.00 Rp.36.000.000,00 Rp.108.000.000,00 
2
0 
Pengecetan kansten M2 26.46 Rp.166.680,00 Rp.4.410.352,80 
 
JUMLAH 
PEKERJAAN 
PEMBANGUNAN 
TRESTLE 
   
Rp.3.802.304.167,
00 
I
I
I 
PEKERJAN 
DERMAGA (8x54) m2 
    
1 
Pengadaan tiang 
pancang baja 
kg 
247,104.
00 
Rp.26,380,00 
Rp.6.518.603,520,
00 
2 
Pembuatan sepatu 
tiang pipa baja 
buah 48.00 Rp.2.477.000,00 Rp.118.896.000,00 
3 
Pengecetan tiang 
pancang baja 
M2 2,689.90 Rp.166.680.00 Rp.448.352.532,00 
4 
Pengankutan tiang 
pancang ke titik 
pancangan 
m 1,872.00 Rp.141.380,00 Rp.264.663.360,00 
5 
Pemancangan tiang 
tegak 
m 1.584.00 Rp.632.480.,00 Rp.987.529.320,00 
6 Penyambungan tiang buah 96.00 Rp.808.450,00 Rp.77.611.200,00 
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pancang baja 
7 
Pemotongan tiang 
pancang 
buah 48.00 Rp.881.550,00 Rp.42.314.400,00 
8 
Pelat baja alas beton 
isi tiang 
kg 618.85 Rp.58.300,00 Rp.36.078.955,00 
9 
Tulang steak untuk 
tiang pancang 
buah 48.00 Rp.791110,00 Rp.37.973280,00 
1
0 
Beton isi tiang 
pancang isian=2m 
M3 14,95 Rp.5.261.430.00 Rp.76.658.378,50 
1
1 
Pembuatan poer 
beton 
M3 95.94 Rp.8.094.410,00 Rp.776.577.695,4 
1
2 
Pembuatan balok 
beton 
M3 46.44 Rp.9.130.640,00 Rp.424.026.921,60 
1
3 
Pembuatan lantai 
beton 
M3 129.60 Rp.898.620,00 Rp.1.165.673,00 
1
4 
Kansten M3 3.40 Rp.7.450.200,00 Rp.25.638.754,00 
1
5 
Densotip proteksi 
korosi 
M2 172.43 
Rp.243.654,455,0
0 
Rp.797.870.000,00 
1
6 
PDA test Titik 1.00 Rp. 881.550,00 Rp. .42.314.400,00 
1
7 
Dilatasi m 9.00 Rp. 791110,00 Rp. 37.973280,00 
1
8 
Test beton Ls 16.00 Rp.2.447.000,00 Rp.39.362.000,00 
1
9 
pengecetan kansten M2 804.67 Rp.166.680,00 Rp.134.122395,60 
2
0 
Pengadaan dan 
angkutan karet feder 
Buah 560.00 Rp.141.380,00 Rp.79.172.800,00 
2
1 
Pemasangan karet 
feder 
buah 528.00 Rp.623.480,00 Rp.329.197.440,00 
2
2 
Pengadaan dan 
angkutan bollar 15 ton 
buah 16.00 Rp.808.450,00 Rp.12.935.200,00 
2
3 
Pemasangan bollar 15 
ton 
Buah 16.00 Rp.881.550,00 Rp.14.104.800,00 
2
4 
Pengadaan cliet baja Buah 206.28 Rp.58.300,00 Rp.12.026.124,00 
2 Pemasangan cliet Buah 16.00 Rp.791.110,00 Rp.12.657.760,00 
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5 baja 
2
6 
Lampu penerangan 
solar sistem 
buah 4.98 Rp.5.261.430,00 Rp.26.201.921,00 
 
JUMLAH 
PEKERJAAN 
DERMAGA 
   
Rp.12.436.995.490
.60 
I
V 
PEKERJAAN CAUSE 
WAY 8MX54N 
    
1 
Pemasangan batu 
kosong 
M3 280.67 Rp.703.190,00 Rp.197.364337,00 
2 Pondasi batu kali M3 279.14 Rp.1578,750,00 Rp.440.692.275,00 
3 Pleteran M2 214.72 Rp.66.610,00 Rp.14.302.499,20 
4 
Pemasangan  
goetextile 
M2 214.72 Rp.123.680,00 Rp.26.556.60 
5 
Urungan tanah 
pulihan untuk cause 
way 
M3 380,00 Rp.390.470,00 Rp.148.490837.60 
6 Pipa peresapan PVC Btg 64.00 Rp.113.330,00 Rp.7.253.120,00 
7 
Pembuatan 
perkerasan beton 
M3 20.84 Rp.6.129.660,00 Rp.125.535.436,80 
8 Kansten beton M3 1.04 Rp.7.540.810.00 Rp.7.540.810,00 
9 
Pengecetan kasten 
beton 
M2 10.29 Rp.116.690,00 Rp.1.715.137.20 
1
0 
l-shape beton M3 25.07 Rp.8.675040,00 Rp.217.483.252,80 
 
JUMLAH 
PEKERJAAN 
DERMAGA 
   
Rp.1.187.132.649,
20 
 
Bahwa Ir. Ramlan, MBA.,MM setelah menandatangani kontrak nomor : 
KTR.182.2/PPKI-PDK/Dep-V-PDT/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014  
kemudian mengalihkan semua pekerjan-pekerjaan 
pembangunan/pengembangan infrastuktur transportasi laut/Dermaga di 
daerah pulau terpencil dan Terluar di Kabupaten Alor Propinsi NTT pada 
sakter pengembangan daerah khusus Kementrian Pembangunan Daerah 
Tertinggal TA. 2014 kepada Sugiarto prayitno alias Daut dengan uang 
kompensasi sebesar  Rp.250.000.000,00.-(dua ratus limah puluh juta 
rupiah) yang di terima dari Sugianto prayitno alias Daud, dan untuk 
memberikan dasar hukum dari adanya pengalihan pekerjaan tersebut 
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maka Ir. Ramlan,MBA.,MM dan sugiarto prayitno alias Daud telah 
menyerahkan seluruh pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga di 
Bakalang, Kecamatan pantar Timur kepada sugiarto prayitno Alias daud. 
Dan kemudian dibuatkan akte kuasa Direktur PT Mina Fajar Abadi dari 
Ir.ramlan,MBA,MM kepada Sugiarto prayitno Alias Daut di hadapan 
Notaris Novianti, SH. 
Bahwa untuk melakukan pekerjaan pengawasan/supervisi pembangunan 
dermaga di bakalan, kecamatan pantar timur, Kabupaten Alor maka pada 
tanggal  19 Mei 2014 Mapri unggul purwanto selaku PPK bersama dengan 
sri raharjo selaku Direktur PT.Spektra Adhiya Prasarana telah 
menandatangani kontrak supervisi dan pengawasan sebagaimana 
tertuang dalam Kontrak Nomor :KTR.186.8/PPK1-PDK/Dep.v-PDT/X/2014 
tanggal 7 Oktober 2014 dengan nilai kontrak Rp.153.450.000.- (seratus 
lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) 
Bahwa dalam peleksanaan pekerjaan pembangunan/pengembangan 
infrastuktur laut di daerah pulau terpencil dan terluar di Kabupaten Alor 
Propinsi NTT tahun anggaran 2014, Ir Sri Raharjo selaku Direktur PT. 
Spekta adhya prasarana  tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, melainkan menyerahkan 
seluruh pekerjaan tersebut kepada Andy Prayana dengan imbalan jasa 
sebesar 4% dari nilai kontrak dan sebagai akibatnya penempatan personil 
di lapangan tidak sesuai dengan yang ada dalam dokumen penawaran 
yang di ajukan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang 
menyebabkan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut 
tidak dilakukan sesuai syarat-syarat yang di tentukan dalam kontrak 
pengawasan. 
Bahwa terdakwa Slamet Maryoto, ST dalam jabatannya selaku Anggota 
panitia penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja 
pengembangan daerah  khusus kementrian pembangunan daerah 
tertinggal tahun anggaran 2014 berdasarkan surat keputusan kuasa 
pengguna anggaran satuan kerja pengembanga daerah khusus Nomor : 
013/KEP/KPA-PDK/KPDT/I/2014 tanggal 2 Januari tentang pembentukan 
panitia penilai dan penerima barang/jasa pada satuan kerja 
pengembangan daerah khusus kementrian pembangunan daerah 
tertinggal tahun anggaran 2014. Yang kemudian dirubah  dengan 
keputusan kuasa pengguna Anggaran satuan kerja pengembangan  
daerah khusus Nomor : 132/Kep/KPA-PDK/KPDT/VII/2014 Tanggal 16 juli 
2014 yang di tandatangani oleh Ir AriefBudhiono selaku kuasa pengguna 
anggaran untuk melakukan penilaian dan penerimaan barang/jasa pada 
pembangunan dermaga di  Bakalang kabupaten Alor. 
Bahwa Maprih Unggul Purwanto, s.kom selaku PPK menugaskan 
terdakwa  slamet maryoto, ST bersama sama Ir Noer Suwartina, Adi 
Nugraha Suryadi, s.IP, Dra Sofiyah dan Berman banjar nahor  untuk 
melakukan perhitungan dan penilaian hasil pekerjaan dermaga di 
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kecamatan Baklang  Kecamatan Pantar timur, kabupaten Alor dengan 
cara menghitung pekerjaan berdasarkan laporan yang dibuat dan di 
tandatangani oleh Arief Pambudi,ST selaku projec Manager  PT Mina 
Fajar abadi dan laporan yang dibuat dan di tandatangani oleh Aswandi, 
ST,MT selaku team Leader konsultan supervisi PT Spektra adhya 
prasarana  serta rekomendasi dari kepala dinas perhubungan komunikasi  
dan informatika Kabupaten Alor. 
Bahwa adapun item yang tertuang dalam kontrak guna dilakukan 
penilaian dan penerimaan barang/jasa pada  pembangunan dermaga 
diBakalang Kabupaten Alor antara lain sebagai berikut : 
 
No Nama Pekerjaan Jumlah Biaya 
1 Pekerjaan Persiapan Rp. 1.259.568.680,00 
2 Pekerjaan 
Pembangunan Trestle 
Rp. 3.802.304.167,50 
3 Pekerjaan Dermaga 
(54x8)m2 
Rp. 12.436.995.490,60 
4 Pekerjaan Causawey Rp. 1.187.132.649,20 
A Total Biaya Fisik Rp. 18.686.000.987,00 
B PPN (10%)XA Rp. 1.868.600.009,00 
C Sub Total A+B Rp. 20.554.601.086,00 
Terbilang : dua puluh miliar lima ratus lima puluh empat juta enam 
ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah 
 
Tabel kesesuaian antara kontrak dan laporan hasil pekerjaan 
PT.Mina Fajar 
Pekerjaan  : Pembanguna / 
pengembangan 
infrastuktur transportasi 
laut/ Dermaga di pulau 
terpencil dan terluar 
kabupaten Alor 
Propinsi NTT 
Lokasi  : Desa Bakalang, 
Kabupaten Alor, 
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Propinsi Nusa 
Tenggara Timur 
Tahun Anggaran : 2014 
 
N
o 
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOL HARGA SATUAN 
JUMLAH HARGA 
(Rp) 
i PEKERJAAN 
PERSIAPAN 
    
1 Papan proyek 
 
 1 Rp.752.690,00 Rp.752.690,00 
2 Pekerjaan mobilisasi 
dan Demobilisasi 
 1 Rp.949.900.000,00 Rp.949.900.000,00 
3 Administrasi,pelapora
n dan Dokumentasi 
 1 Rp.29.925.000,00 Rp.29.925.000,00 
4 Penerangan, 
keamanan, dan 
keselamatan kerja 
 1 Rp.74.381.180,00 Rp.74.381.180,00 
5 Pengelolaan air bersih 
dan air kerja 
 1 Rp.29.956.920,00 Rp.29.956.920,00 
6 Pembersihan lokasi 
pekerjaan 
 4 Rp.6.665.850.,00 Rp.26.663.400,00 
7 Pengukuran dan 
pemasangan titik tetap 
 1 Rp.84.751.490,00 Rp.84.751.490,00 
8 Direksi keet,bedeng 
kerja, dan gudang 
bahan 
M2 100 Rp.632.380,00 Rp.63.238.000,00 
 JUMLAH 
PEKERJAAN 
PERSIAPAN 
   
RP.1.259.568.680,0
0 
I
I 
PEKERJAAN 
PEMBANGUNAN 
TRESTLE (6x27) M2 
    
1 pengadaan tiang 
pancang baja 
kg 
73.920,
00 
Rp.26.380,00 
Rp.1.950.009.600,0
0 
2 Pembuatan sepatu 
tiang pancang pipa 
baja 
Buah 16.00 Rp.2.447.000,00 Rp.39.362.000,00 
3 Pengecetan tiang M2 804.67 Rp.166.680,00 Rp.134.122395,60 
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pancang baja 
4 Pengankutan tiang 
pancang ke titik 
pancang 
M 560.00 Rp.141.380,00 Rp.79.172.800,00 
5 Pemancangan tiang 
tegak 
M 528.00 Rp.623.480,00 Rp.329.197.440,00 
6 Penyambungan tiang 
pancang bajah 
buah 16.00 Rp.808.450,00 Rp.12.935.200,00 
7 Pemotongan tiang 
pancang 
buah 16.00 Rp.881.550,00 Rp.14.104.800,00 
8 Plat baja alas beton kg 206.28 Rp.58.300,00 Rp.12.026.124,00 
9 Tulangan stek untuk 
tiang pancang 
buah 16.00 Rp.791.110,00 Rp.12.657.760,00 
1
0 
Beton isi tiang 
panjang  isian=2 m 
M3 4.98 Rp.5.261.430,00 Rp.26.201.921,00 
1
1 
Pembuatan poer 
beton 
M3 18.43 Rp.8.094.410,00 Rp.149.179.976,00 
1
2 
Pembuatan balok 
beton 35/60 
M3 18.90 Rp.9.130.640,00 Rp.172.569096,00 
1
3 
Pembuatan lantai 
beton 
M3 52.05 Rp.8.989.620,00 Rp.467.909.721,00 
1
4 
Kansten M3 1.74 Rp.7.540.810,00 Rp.13.121.009,00 
1
5 
Densotip proteksi 
korusi 
M2 57.48 Rp.3.760.250,00 Rp.213.035.250,00 
1
6 
PDA test titik 1.00 Rp.28.000.000,00 Rp.28.000.000,00 
1
7 
Dilatasi m 21.00 Rp.380.800,00 Rp.7.996.800,00 
1
8 
Test beton material  1.00 Rp.28.000,00 Rp.28.000.00,00 
1
9 
Lampu penerangan 
solar sistem 
buah 3.00 Rp.36.000.000,00 Rp.108.000.000,00 
2
0 
Pengecetan kansten M2 26.46 Rp.166.680,00 Rp.4.410.352,80 
 JUMLAH 
PEKERJAAN 
PEMBANGUNAN 
   
Rp.3.802.304.167,0
0 
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TRESTLE 
I
I
I 
PEKERJAN 
DERMAGA (8x54) m2 
    
1 Pengadaan tiang 
pancang baja 
kg 
247,10
4.00 
Rp.26,380,00 
Rp.6.518.603,520,0
0 
2 Pembuatan sepatu 
tiang pipa baja 
buah 48.00 Rp.2.477.000,00 Rp.118.896.000,00 
3 Pengecetan tiang 
pancang baja 
M2 
2,689.9
0 
Rp.166.680.00 Rp.448.352.532,00 
4 Pengankutan tiang 
pancang ke titik 
pancangan 
m 
1,872.0
0 
Rp.141.380,00 Rp.264.663.360,00 
5 Pemancangan tiang 
tegak 
m 
1.584.0
0 
Rp.632.480.,00 Rp.987.529.320,00 
6 Penyambungan tiang 
pancang baja 
buah 96.00 Rp.808.450,00 Rp.77.611.200,00 
7 Pemotongan tiang 
pancang 
buah 48.00 Rp.881.550,00 Rp.42.314.400,00 
8 Pelat baja alas beton 
isi tiang 
kg 618.85 Rp.58.300,00 Rp.36.078.955,00 
9 Tulang steak untuk 
tiang pancang 
buah 48.00 Rp.791110,00 Rp.37.973280,00 
1
0 
Beton isi tiang 
pancang isian=2m 
M3 14,95 Rp.5.261.430.00 Rp.76.658.378,50 
1
1 
Pembuatan poer 
beton 
M3 95.94 Rp.8.094.410,00 Rp.776.577.695,4 
1
2 
Pembuatan balok 
beton 
M3 46.44 Rp.9.130.640,00 Rp.424.026.921,60 
1
3 
Pembuatan lantai 
beton 
M3 129.60 Rp.898.620,00 Rp.1.165.673,00 
1
4 
Kansten M3 3.40 Rp.7.450.200,00 Rp.25.638.754,00 
1
5 
Densotip proteksi 
korosi 
M2 172.43 Rp.243.654,455,00 Rp.797.870.000,00 
1
6 
PDA test Titik 1.00 Rp. 881.550,00 Rp. .42.314.400,00 
1 Dilatasi m 9.00 Rp. 791110,00 Rp. 37.973280,00 
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7 
1
8 
Test beton Ls 16.00 Rp.2.447.000,00 Rp.39.362.000,00 
1
9 
pengecetan kansten M2 804.67 Rp.166.680,00 Rp.134.122395,60 
2
0 
Pengadaan dan 
angkutan karet feder 
Buah 560.00 Rp.141.380,00 Rp.79.172.800,00 
2
1 
Pemasangan karet 
feder 
buah 528.00 Rp.623.480,00 Rp.329.197.440,00 
2
2 
Pengadaan dan 
angkutan bollar 15 ton 
buah 16.00 Rp.808.450,00 Rp.12.935.200,00 
2
3 
Pemasangan bollar 15 
ton 
Buah 16.00 Rp.881.550,00 Rp.14.104.800,00 
2
4 
Pengadaan cliet baja Buah 206.28 Rp.58.300,00 Rp.12.026.124,00 
2
5 
Pemasangan cliet 
baja 
Buah 16.00 Rp.791.110,00 Rp.12.657.760,00 
2
6 
Lampu penerangan 
solar sistem 
buah 4.98 Rp.5.261.430,00 Rp.26.201.921,00 
 JUMLAH 
PEKERJAAN 
DERMAGA 
   
Rp.12.436.995.490.
60 
I
V 
PEKERJAAN CAUSE 
WAY 8MX54N 
    
1 Pemasangan batu 
kosong 
M3 280.67 Rp.703.190,00 
Rp.197.364
337,00 
2 
Pondasi batu kali M3 279.14 Rp.1578,750,00 
Rp.440.692.
275,00 
3 
Pleteran 
M
2 
214.72 Rp.66.610,00 
Rp.14.302.4
99,20 
4 Pemasangan  
goetextile 
M
2 
214.72 Rp.123.680,00 
Rp.26.556.6
0 
5 Urungan tanah 
pulihan untuk cause 
way 
M
3 
380,00 Rp.390.470,00 
Rp.148.490
837.60 
6 
Pipa peresapan PVC 
B
t
g 
64.00 Rp.113.330,00 
Rp.7.253.12
0,00 
105 
 
7 Pembuatan 
perkerasan beton 
M
3 
20.84 Rp.6.129.660,00 
Rp.125.535.
436,80 
8 
Kansten beton 
M
3 
1.04 Rp.7.540.810.00 
Rp.7.540.81
0,00 
9 Pengecetan kasten 
beton 
M
2 
10.29 Rp.116.690,00 
Rp.1.715.13
7.20 
1
0 
l-shape beton 
M
3 
25.07 Rp.8.675040,00 
Rp.217.483.
252,80 
 JUMLAH 
PEKERJAAN 
DERMAGA 
   
Rp.1.187.13
2.649,20 
 
 
Bahwa terdakwa Slamet maryoto, ST bersama sama Ir Noer  suwartina, 
Adi Nugraha, Suryadi, S.Ip, Dra sofiya,dan Berman banjarnahor dalam 
memeriksa dak menilai kesesuaian hasil pekerjan pembanguna Dermaga 
di Bangkalang, Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor tidak perna 
sama sekali membandingkan laporan tersebut dengan pemeriksaan fisik 
di lapangan.  Hanya menghitung dan menilai berdasarkan laporan yang 
diperolah dari PT.Mina Fajar Abadi maupun laporan yang di terima dari 
konsultan spektra Adhya prasarana serta rekomendasi dari kepala dinas 
perhubungan, komunikasi dan inrformatika kabupaten Alor. Padahal 
dalam kenyataannya setelah di lakukan analisa teknis terhadap pekrjaan 
kontruksi tiang pancang dengan rincian 8 (delapan) item pekerjaan di 
dalamnya maka di temukan adanya selisi volume kurang, antara volume 
kontrak dengan volume terpasang. Dengan demikian yang tentunya hal ini 
juga menimbulkan selisi biaya kurang, antara biaya volume kontrak 
dengan biaya volume. 
 
Bahwa walaupun pelaksanaan pekerjaan pembangunan/pengembangan 
infrastruktur laut di daerah pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor 
provinsi NTT Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan tidak sesuai 
kontrak sebagai akibat dari perbuatan Ir. Ramlan, MBA.,MM yang tidak 
melakukan pengawasan dan koordinasi dengan Sugiarto Prayitno Alias 
Daud terkait dengan perkembangan kemajuan pekerjaan tersebut dan 
sebagai akibat dari perbuatan Ir. Sri Rahardjo yang setelah mengalihkan 
pekerjaan pengawasan tidak pernah mengawasi dan berkordinasi dengan 
Andi Prayana tentang pelaksanaan pengawasan di lapangan, serta 
perbuatan Maprih Unggul Purwanto yang dalam jabatannya sebagai 
Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan tindakan yang diharuskan 
kontrak untuk memastikan kesesuaian personil inti dan peraltan yang 
ditempatkan di lapangan dengan yang tercantum dalam kkontrak, 
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menyebabkan Sugiarto Prayitno Alias Daud sebagai pihak yang secara 
nyata melakukan pekerjaan dilapangan telah mengajukan permintaan 
pembayaran pekerjaan di lapangan telah mengajukan permintaan 
pembayran baik Termin I, Termin II, Termin III (100%) dengan cara 
memalsukan tandatangan dari Ir. Rahlan, MBA.,MM, dilampiri dengan 
laporan Progres Termin I, Termin II, dan Termin III yang isinya tidak 
sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. 
Bahwa terdakwa Slamet Maryoto, ST bersama Ir Noer Suwartina Adi 
Nugraha Suryadi, S.Ip, Dra Sofiyah dan Berman Banjarnohor setelah 
malakukan perhitungan dan penilaian laporan tersebut tanpa melakukan 
pemeriksaan fisik di lapangan, membuat Berita Acara Penilaian dan Serah 
Terima Hasil Pekerjaan setiap terminnyaantara lain sebagai berikut: 
 
Termin I 
Berita Acara Penilain dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 
076/BA.PHP/PPBJ-PDK/DEP.V/XII/2014 tanggal 10 november yang 
ditandatangani oleh Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yaitu: Ir. 
Noer Suwartina, Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Berman Banjar Nahor, Se, 
Dra sofiah, Slamet Maryono, ST, dengan pihak PT. Mina Fajar Abadi, Ir. 
Ramlan, MBA., MM. 
Bahwa adapun isi berita acra yang dimaksud adlah: 
5. Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen 
laporan progres kemajuan pekerjaan konstruksi pembangunan/ 
pengembangan infrastruktur laut (Dermaga)  di daerah pulau 
terpencil dan terluar kabupaten Alor Provinsi NTT (Dermaga V-5) 
Tahun anggaran 2014, sebagaiman dipersyaratkan dalam 
dokumen surat perjanjian kerja: 
6. Pihak Pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres 
kemajuan pekerjaan sebagimana dalam point 1 dalam kondisi baik; 
7. Dalam laporan Kemajuan Proyek yang diserahkan pihak kedua 
kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan: 
e. Periode Minggu ke-1 s.d 4 (01 Oktober s.d 26 Oktober 2014) 
yang telah mencapai 56,35%: 
f. Yang telah diajukan dan disetujui oleh project manager (Arief 
pambudi, ST) berdasarkan laporan harian yang disampaikan 
oleh site manager (Yusri Hanafi) dan telah diperiksa oleh 
pengawas lapangan (Aswandy, ST.,MT); 
g. Yang telah mendaptkan rekomendasi dari Kepala Dinas 
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor 
Nomor: 550/974/dishubkominfo/XI/2014, tanggal 3 
November 2014 
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h. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari 
PT.Spektra Adhya Prasarana, Nomor: 
046/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014. 
8. Laporan Progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah 
dokumen yang telah sesuai dengan kondisi di lapangan, untuk 
digunakan dalam proses pencairan termin I (kesatu) sebesar 50% 
(Lima puluh persen) 
Bahwa panitia penilai menyatakan Berita Acara Penilain dan Serah 
Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat sebenarnya setelah mempelajari 
dokumen dan mencocokan dengan kondisi dilapangan dan menjadi 
sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk 
digunakan sebagiamana mestinya sesuai dengan ketentuan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku: 
Bahwa terdakwa Slamet Maryoto, ST bersama sama Ir Noer Suwartina 
Adi Nugraha Suryadi, S.Ip, Dra Sofiah dan Berman Banjarnahor, SE 
selain tidak pernah ke lokasi dalam rangka pemeriksaan fisik, serta 
tidak pernah bertemu dengan Ir. Ramlan,MBA.,MMA, selaku Direktur 
PT. Mina Fajar Abadi yang juga menandatangani Berita Acara 
tersebut, ternyata tandatangan Ir. Ramlan, MBA.,MM telah dipalsukan. 
Bahwa ternyata laporan Kemajuan Proyek yangdiserahkan Pihak 
kedua kepada pihak pertama berupa laporan Periode Minggu ke-1 s.d 
4 (01 Oktober s.d 26 Oktober 2014) yang telah mencappai 50% yang 
diajukan dan disetujui oleh Arief Pambudi, ST selaku Project Manager 
PT Mina Fajar Abadi berdasarkan laporan harian yang disampaikan 
oleh site manager Yusri hanafi, ST. MT dan telah diperiksa oleh 
pengawas lapangan yaitu Aswandy, ST,. MT selaku  team Leader 
konsultan supervisi PT.Spektra adhya Prasarana, adalah laporan yang 
tidak benar. Arif pambudi, ST tidak perna terlibat dalam proyek 
tersebut karena kedudukannya telah digantikan oleh Minoto, demikian 
juga site manager Yusri Manafi, ST,MT tidak perna melaksanakan 
pekerjaan pengawasan karena tidak perna terlibat dalam pekerjaan 
tersebut. 
 
Bawha sebagai syarat untuk pencairan Termin I, walaupun maprih 
Unggul Purwanto, S.Kom selaku PPK tidak perna bertemu langsung 
dengan Ir.Ramlan, MBA.,MM dan ternyata Ir.Ramlan, MBA.,MM juga 
tidak perna menandatangani surat-surat sebagai syarat pembayaran, 
namun Mapri Unggul Purwanto, S.Kom telah menandatangani surat-
surat antara lain : 
 Kwitansi/Bukti pembayaran nomor 001/KWT/XI/2014 tertanggal 
27 November 2014 senilai Rp.10.227.300.543,-  yang terdapat 
tandatangan Ir.ramlan,  MBA.,MM selaku direktur utama 
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PT.Mina Fajar Abadi sebagai pihak yang menerima pembayaran 
dengan PPK marpih Unggul Purwanto, S.Kom selaku pihak 
yang membayar. 
 Berita acara pembayaran Nomor : BAP.223.1/PPKI-PDK/Dep.V-
PDT/XI/2014 tanggal 27 November 2014 antrar pihak pertama 
Marpih Unggul Purwanto selaku pejabat pembuat komitmen 
sebagai pihak membayar dengan direktur PT. Spektra Adhya 
Prasarana selaku pihak yang membayar. 
Bahwa Marpih Unggul Purwanto, S.Kom  selaku PPK tanpa melakukan 
penilaian dari kebenaran materil surat-surat tersebut, selanjutnya 
menandatangani surat permintaan pembayaran (spp) Nomor : 
00779/SPP/SPDK/XII/2014 tanggal 14 Desember  2014 yang ditujukan 
kepada pejabat penandatanganan surat perintah pembayaran (ppspm). 
Dan atas dasar surat permintaan surat pembayaran tersebut maka  
Thomas pambudi selaku pejabat SPM telah menandatangani surat 
perintah membayar (SPM) No. 00779/SPM/ SPDK/XII/2014 tanggal 5 
Desember 2014 yang  ditujukan kepada kantor pelayanan perbendaharaa 
negara Jakarta VI. Dan atas dasar SPM tersebut maka kantor pelayanan 
perbendaharaan negarajakarta VI menerbitkan SP2D No. 
184309L/175/110 tanggal 8 Desember 2014 untuk pembayaran termin I 
kepada PT.Mina Fajar Abadi pada Bank BPD DKI kantor cabang utama 
juanda Jakarta Pusat Nomor rekening :101-08-08836.0 atas nama 
PT.Mina Fajar Abadi sebesar Rp.10.277.300.543,- (include pajak). 
Termin II 
berita acara penilaian dan serah terima hasil pekerjaan Nomor : 115/BA-
PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang di 
tandatangani oleh panitia penilai dan penerima barang/jasa yaitu : Ir.Noer 
Suartina, Adi Nugraha Suryadi, S.IP, Berman Banjar Nahor, SE, Dra Sofia 
Slamet Maryoto, ST dengan pihak PT.Mina Fajar Abadi Ir.Ramlan, 
MBA,.MM. 
bahwa adapun isi berita acara yang dimaksud adalah : 
5. Pihak kedua telah menyarahkan kepada pihak pertama dokumen 
laporan progres kemajuan pekerjaan kontruksi 
pembangunan/pengembangan infrastuktur laut (Dermaga) di 
daerah pulau terpencil dan pulau terluar Kabupaten Alor Propinsi 
NTT (Dermaga V-5) tahun anggaran 2014, sebagaimana di 
persyaratkan dalam dokumen surat perjanjian kerja. 
6. Pihak pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres 
kemajuan pekerjaan sebagaimana dalam poin 1 dalam kondisi baik 
7. Dalam laporan kemajuan proyek yang di serahkan pihak kedua 
kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan : 
e. Periode minggu ke-5 s.d 10 (27 oktober s.d  7 Desember 
2014) yang telah mencapai 80, 315 % 
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f. Yang telah di ajukan dan di setujui oleh project manager Arif 
Pambudi, ST berdasarkan laporan harian yang di sampaikan 
oleh site manager (yusri hanafi) dan telah di periksa oleh 
pengawas lapangan Aswandy, ST.,MT 
g. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari kepala dinas 
perhubungan, komunikasi dan informatika Kabupaten Alor 
Nomor : 550/1290/dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 
Desember 2014 
h. Berdasarkan berita acara pemeriksaan pekerjaan dari 
PT.Spektra Adhya Prasarana nomor : 
057/BAPP/SAP/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014. 
 
8. Laopran progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah 
dokumen  yang sesuai dengan kondisi di lapangan, untuk di 
gunakan dalam proses pencarian termin II sebesar 30% 
Bahwa panitia penilai menyatakan berita acara  penilaian dan serah 
terima hasil pekerjaan ini di buat sebenarnya setelah mempelajari 
dokumen dan mencocokkan dengan kondisi dilapangan dan menjadi sah 
berlaku setelah di tandatangani kedua belah pihak, untuk di gunakan 
sebagai mana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 
Bahwa terdakwa Slamet maryoto, ST bersama-sama Ir Noer suwartina, 
Adinugraha Suryadi, S.Ip, Dra. Sofia dan Berman banjar Nahor,SE tidak 
perna kelokasi dalam rangka pemeriksaan fisik serta tidak perna bertemu 
dengan Ir.Ramlan, MBA.,MM selaku direktur PT.Mina Fajar Abadi yang 
juga menandatangani berita acara tersebut yang dalam kenyataanya 
tanda tangan Ir.Ramlan, MBA.,MM. di palsukan. 
 
Bahwa ternyata laporan kemajuan proyek yang di serahkan pihak kedua 
kepada pihak pertama berupa laporan priode minggu ke-5 s.d ke-10 (27 
Oktober s.d 7 Desember) yang telah mencapai 80,315% yang diajukan 
dan telah di setujui oleh  Arief prambudi, ST.MT dan telah diperiksa oleh 
Aswandy, ST,MT selaku team leader konsultan supervisi PT.Spektra 
Adhya Prasarana, adalah laporan yang tidak benar karena Arief prambudi, 
ST selaku project PT.Mina Fajar Abadi tidak perna terlibat dalam proyek 
tersebut karena kedudukannya telah digantikan oleh minoto, demikian 
juga site manager yusri hanafi, ST.,MT yang menandatangani laporan 
harian tersebut tidak perna terlibat dalam proyek tersebut dan tidak 
mengetahui tentang pelaksanaan proyek tersebut karena kedudukannya 
telah digantikan oleh sularno. Selain itu Aswandy, ST.MT tidak perna 
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melaksanakan pekerjaan pengawasan karena tidak perna terlibat dalam 
proyek tersebut. 
Bahwa sebagai syarat pembayaran terdapat kwitansi/bukti pembayaran 
tertanggal 18 Desember 2014 senilai Rp.6.166.380.326,- dan berita acara 
pembayaran Nomor :BAP.238.1/PPKI-PDK/Dep.V-PDT/XII/2014 antara 
direktur utama PT.Mina Fajar Abadi dengan PPK marpih unggul purwanto, 
S.Kom untuk pembayaran termin II sebesar Rp.6.166.380.326,- pajak 
PPN sebesar Rp.186.174.009,- 
Bahwa Marpih unggul purwanto, S.Kom dalam menandatangani kuitansi 
dan berita acara pembayaran tersebut tidak pernah bertemu langsung 
dengan Ir.Ramlan, MBA,MM dan ternyata Ir.Ramlan,MBA,MM tidak perna 
menandatangani kuitansi dan berita acara pembayaran tersebut. 
bahwa selanjutnya atas dasar surat-surat dan dokumen sebagai syarat 
tersebut di atas terdakwa marpih unggul purwanto lalu menandatangani 
surat pernyataan tanggung jawab belanja tanggal 18 Desember 2014 dan 
surat permintaan pembayaran Nomor : 0583/SPP/PDK-3298/XII/2014 
tanggal 18 Desember 2014 yang ditujukan kepada PPSPM yang 
kemudian di tindak lanjuti oleh Thomas pambudi menerbitkan SPM 
tanggal 19 Desember 2014 yang di tunjukkan kepada kanrtor pelayanan 
perbendaharaan Negara, Jakarta VI dan atas dasar SPM tersebut maka 
kantor pelayanan perbendaharaan Nagara Jakarta VI menerbitkan SP2D 
No. 194314L/175/110 tanggal 23 desember 2014 untuk pembayaran 
termin II kepada PT.Mina Fajar Abadi pada bank BPD DKI kantor cabang 
utama juanda jakarta pusat atas nama PT.Mina Fajar Abadi sebesar 
Rp.5.437.626.287,- (lima milyar empat ratus tiga puluh tuju juta enam 
ratus dua puluh enam jutah dua ratus delapan puluh tujuh rupiah). 
 
Termin III 
berita acara penilaian dan serah terima hasil pekerjaan Nomor : 132/BA-
PHP/PPBJ-PDK/Dep.V/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang di tanda 
tangani oleh panitia penilai dan penerima barang/jasa yaitu : Ir, Noer 
suhartina, Adi nugraha suryadi, Dra. Sofia, slamet maryoto, ST., berman 
banjar nahor, SE, dengan pihak PT>mina fajar abadi Ir.Ramlan,MBA.,MM. 
 
Bahwa adapun isi berita acra yang di maksud adalah : 
5) .pihak kedua telah menyerahkan kepada pihak pertama dokumen 
laporan progres kemajuan pekerjaan kontruksi 
pembangunan/pengembang infrastuktur laut (Dermaga) di daerah 
pulau terpencil dan terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT (Dermaga 
V-5) tahun anggaran 2014 sebagaimana di persyaratkan dalam 
dokumen perjanjian kerja 
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6) Pihak pertama telah menerima dari pihak kedua laporan progres 
kemejuan pekerjaan sebagaimana dalam poin 1 dalam kondisi baik 
7) Dalam laporan kemajuan proyek yang diserahkan pihak kedua 
kepada pihak pertama adalah dokumen laporan pekerjaan : 
e. Periode minggu ke-11 s.d 12 ( 08 Desember s.d 19 
desember 2014) yang telah mencapai 100% 
f. Yang telah di ajukan dan di setujui oleh project manager 
arief pambudi berdasarkan laporan harian yang di 
sampaikan oleh site manager yusri hanafi dan telah di 
periksa oleh pengawas lapangan aswandy 
g. Yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas 
Perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten Alor 
No : 550/1290/dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 
Desember 2014 
h. Berdasarkan berita acara pemeriksaan pekerjaan dari 
PT.spektra adhya prasarana Nomor : 
059/BAPP/SAP/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014. 
8) Laporan progres kemajuan pekerjaan yang disampaikan adalah 
dokumen yang telah sesuai dengan kondisi lapangan, untuk 
digunakan dalam proses pencairan termin III sebesar 20% (dua 
puluh persen) 
Bahwa panitia penilai menyatakan berita acara penilaian dan serah 
terimah hasil pekerjaan ini di buat sebenarnya setelah mempelajari 
dokumen dan mencocokkan dengan kondisi di lapangan dengan dan 
menjadi sah berlaku setelah di tanda tangani oleh kedua belah pihak, 
untuk di gunakan sebagai mana mestinya sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
Bahwa terdakwa Slamet maryoto, ST bersama-sama Ir Noer suwartina, 
Adinugraha Suryadi, S.Ip, Dra. Sofia dan Berman banjar Nahor,SE tidak 
perna kelokasi dalam rangka pemeriksaan fisik serta tidak perna bertemu 
dengan Ir.Ramlan, MBA.,MM selaku direktur PT.Mina Fajar Abadi yang 
juga menandatangani berita acara tersebut yang dalam kenyataanya 
tanda tangan Ir.Ramlan, MBA.,MM. di palsukan. 
Bahwa sampai dengan tanggal 10 januari 2015 pekerjaan di lapangan 
belum 100% tetapi karena panitia penilai dan penerima barang dan jasa 
tidak melaksanakan pemeriksaan di lapangan sehingga tidak mengetahui 
keadaan sebenarnya dan selanjutnya membuat berita acara penilaian dan 
serah terima hasil pekerjaan yang tidak benar. 
Bahwa ternyata laporan kemajuan proyek yang di serahkan pihak kedua 
kepada pihak pertama berupa laporan priode minggu ke-11 s.d ke-12 ( 8 
Desember s.d 19 Desember 2014) yang telah mencapai 100% yang 
diajukan dan telah di setujui oleh  Arief prambudi, ST.MT dan telah 
diperiksa oleh Aswandy, ST,MT selaku team leader konsultan supervisi 
PT.Spektra Adhya Prasarana, adalah laporan yang tidak benar karena 
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Arief prambudi, ST selaku project PT.Mina Fajar Abadi tidak perna terlibat 
dalam proyek tersebut karena kedudukannya telah digantikan oleh minoto, 
demikian juga site manager yusri hanafi, ST.,MT yang menandatangani 
laporan harian tersebut tidak perna terlibat dalam proyek tersebut dan 
tidak mengetahui tentang pelaksanaan proyek tersebut karena 
kedudukannya telah digantikan oleh sularno. Selain itu Aswandy, ST.MT 
tidak perna melaksanakan pekerjaan pengawasan karena tidak perna 
terlibat dalam proyek tersebut. Dan kenyataannya sampai dengan tanggal 
10 januari 2015 pekerjaan di lapangan belum di selesaikan oleh 
pelaksana pekerjaan PT.Mina fajar abadi. 
Bahwa sebagai syarat pembayaran terdapat kwitansi/bukti pembayaran 
senilai Rp.4.110.920.217,- antara direktur utama PT.Mina abadi fajar 
dengan Marpih unggul purwanto, S.Kom selaku PPK untuk pembayran 
termin III sebesar Rp 4.110.920.217,- pajak ppn sebesar Rp.373.720.020,- 
dan PPH sebesar Rp.112.116.006,- 
Bahwa marpih unggul purwanto dalam menandatangani kuitansi dan 
berita acara pembayaran tersebut tidak perna bertemu langsung dengan 
Ir.ramblan,MBA.,MM dan ternyata Ir.ramlan, MBA.,MM tidak perna 
menandatangani kwitansi dan berita acara pembayaran tersebut. 
Bahwa selanjutnya atas dasar dokumen dan surat-surat sebagai syarat 
tersebut di atas marpih unggul purwanto nenandatangani surat 
pernyataan tanggung jawab belanja dan surat permintaan pembayaran 
yang di tujukan kepada kantor perbendaharaan negara jakarta VI dan atas 
dasar SPM tersebut maka kantor pebendaharaan negara jakarta VI 
menerbitkan SP2D untuk pembayaran termin III kepada PT.Mina fajar 
abadi pada bank BPD DKI kantor cabang utama juanda jakarta pusat 
sebesar Rp.3.625.084.191,-(tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta 
delapan puluh empat ribuh seratus sembilan puluh satu rupiah). 
Bahwa perbuatan terdakwa Slamet maryoto, ST, bersama –sama  Ir.Noer 
suwartina, Adi nugraha suryadi, dan Berman banjar nahor, SE, selaku 
panitia peneliti dan penerima hasil pekerjaan meskipun tidak pernah 
melakukan pemeriksaan dan pengujian di lokasi di lapangan namun telah 
menandatangani berita acara penilaian dan serah terimah atas hasil 
pekerjaan dari Termin I, termin II, dan termin III.  (100%) seakan akan 
perna melakukan pemeriksaan di lokasi pekerjaan sehingga menyatakan 
laporan progres termin I, termin II (100%) yang di ajukan oleh kontraktor 
pelaksana maupun konsultan pengawas telah sesuai kondisi di lapangan 
dan 100% sesuai kontrak yang kemudian di jadikan salah satu dasar bagi 
maprih unggul purwanto, S.kom, selaku PPk untuk melakukan 
pembayaran termin I, termin II, dan termin III. (100%) padahal dalam 
kenyataannya pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan kontrak karena 
terdapat kekurangan volume pekerjaan, hal tersebut bertentengan dengan 
: 
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4. Pasal 18 ayat 1, 4 pepres No 54 tahun 2010 tentang pengadaan 
barang/jasa pemerintah yang menentukan : 
2) Pengguna anggaran/kuasa  serta menetapkan panitia /pejabat 
penerima hasil pekerjaan sebagai mana yang dimaksud pada 
ayat (1) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk : 
d) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan 
barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam 
kontrak 
e)  Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui 
pemeriksaan/pengujian. Dan 
f) Membuat dan menandatangani berita acara serah teriman 
hasil pekerjaan. 
5. Pasal 95 ayat 1, 2, dan 3 pepres No.54 tahun 2010 yang 
menegaskan : 
4) Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang 
tertera dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan 
permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk 
menyerahkan pekerjaan 
5) PA/KPA menunjuk panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan 
untuk melkukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah di 
selesaikan. 
6) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagai 
mana yang di maksud pada ayat (2), panitia/pejabat penerima 
hasil melalui PPK memerintah untuk memperbaiki dan/atau 
melengkapi kekurangan pekerjaan sebagai mana di syaratkan 
dalam kontrak. 
6. Keputusan kuasa pengguna anggaran satuan kerja pengembangan 
daerah khusus Nomor : 132/Kep/KPA-PDK/KPDT/VII/2014, tanggal 
16 juli 2014 tentang perubahan keputusan Nomor : 0013/Kep/KPA-
PDT/I/2014 tentang pembentukan panitia penilai  dan penerima 
barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus 
kementrian pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014  
yang menyebutkan tugas dan tanggung jawab panitia adalah : 
4) Memeriksa dan menilai kesesuaian hasil pekerjaan 
pengadaan barang/jasa sesuai dengan yang tertera pada 
dokumen surat perjanjian kerja (SPK) antara pejabat 
pembuat komitmen dengan pihak penyedia barang/jasa. 
5) Melakukan evaluasi  hasil pekerjaan yang telah di serahkan 
oleh penyedia Barang/jasa. 
6) Membuat berita acara hasil pemeriksaan, penilaian serta 
hasil evaluasi pengadaan barang/jasa. 
Bahwa perbuatan terdak Slamet Maryoto, ST  bersama sama Ir Noer 
suwirtina, Adi nugraha suryadi, s.ip, berman banjar nahor, SE, Marpih 
unggul purwanto, S.kom bersama sama dengan Ir ramlan, MBA.,MM 
selaku direktur PT Mina Fajar Abadi, Ir Sri raharjo selaku Direktur 
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PT.Spektra Adhya Prasarana , sugiarto prayitno dan Andy prayana yang 
antara satu perbuatan dengan satu perbuatan lainnya mempunyai 
hubungan saling berkaitan yang menyebabkan fisik pekerjaan di lapangan 
dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak namun telah di mintakan dan di 
bayarkan 100% senilai kontrak sehinggah terjadi pembayaran melebihi 
fisik yang terpasang dan mengakibatkan kerugian keuangan  negara 
sejumlah Rp.4.347.721.446 ( empat milyar tiga ratus empat puluh tuju juta 
tuju ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) atau 
setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.  Sebagai mana laporan hasil 
Audit BPKP No. SR-521/PW24/5/2015 tanggal 22 Desember 2015 dengan 
kesimpulan sebagai berikut : 
No Uraian Jumlah (Rp) 
1 
Realisasi pembayaran 
Pekerjaan berdasarkan 
Dokumen pembayaran 
20.554.601.086,00  
2 PPN 10% 1.868.600.099,00  
3 
Jumlah setelah dikurangi 
PPN 
 
18.686.000.987,0
0 
4 
Realisasi  volume 
terpasang sesuai dengan 
perhitungan tim ahli 
politehnik kota kupang 
 
14.338.279.542,0
0 
5 Jumlah Kerugian Negara  4.347.721.446,00 
 
Bahwa perbuatan terdakwa Slamet maryoto,ST, Ir Noer suwartina, Adi 
nugraha suryadi, S.Ip, berman banjar nahor, SE, Dra sofiyah, Marpih 
unggul purwanto, S.kom, selaku pejabat pembuat komitmen, Ir. Ramlan, 
MBA,MM, Ir Sri raharjo bersama sama dengan sugianto prayitno, Andi 
prayana. Sebagai mana diatur dan di ancam pidana pasal 2 ayat (1)  jo 
pasal 18 UU Nomor  31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 
UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 
pasal 55 ayat (1) KUHP. 
 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
T U N T U T A N 
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1. Menyatakan terdakwa Slamet Martoyo, ST tidak terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi 
secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No. 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi 
sebagai mana diubah deangan Undang-Undang RI No. 20 tahun 
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 
tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP; 
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair 
Penuntut Umum; 
3. Menyatakan terdakwa Slamet Martoyo, ST, tidak terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi 
secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 ayat (1) Undang-undang RI No. 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi 
sebagai mana diubah deangan Undang-Undang RI No. 20 tahun 
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 
tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP; 
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Slamet Martoyo, ST, oleh 
karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi 
116 
 
masa masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah 
agar terdakwa tetap ditahan; 
5. Menghukum terdakwa agar membayar denda sebesar 
Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan 
kurungan; 
6. Menetapkan seluruh barang dikembalikan kepada Jaksa Penuntut 
Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain; 
7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah); 
4. Amar Putusan 
M E N G A D I L I 
1. Menyatakan terdakwa Slamet Martoyo, ST tidak terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi 
secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam dakwaan Primair; 
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair 
tersebut; 
3. Menyatakan terdakwa Slamet Martoyo, ST, tidak terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi 
secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam dakwaan Subsidair; 
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Slamet Martoyo, ST, 
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan; 
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5.  Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Slamet Martoyo, ST, 
sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan 
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti 
dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan; 
7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
8. Menetapkan barang seluruh bukti dikembalikankepada Jaksa 
Penuntut Umum untuk dipakai dlam perkara lain; 
9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara 
sejumlah Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah). 
5. Analisis penulis 
Surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum menyatakan 
Bahwa perbuatan terdak Slamet Maryoto, ST  bersama sama Ir Noer 
suwirtina, Adi nugraha suryadi, s.ip, berman banjar nahor, SE, 
Marpih unggul purwanto, S.kom bersama sama dengan Ir ramlan, 
MBA.,MM selaku direktur PT Mina Fajar Abadi, Ir Sri raharjo selaku 
Direktur PT.Spektra Adhya Prasarana , sugiarto prayitno dan Andy 
prayana yang antara satu perbuatan dengan satu perbuatan lainnya 
mempunyai hubungan saling berkaitan yang menyebabkan fisik 
pekerjaan di lapangan dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak 
namun telah di mintakan dan di bayarkan 100% senilai kontrak 
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sehinggah terjadi pembayaran melebihi fisik yang terpasang dan 
mengakibatkan kerugian keuangan  negara sejumlah 
Rp.4.347.721.446 ( empat milyar tiga ratus empat puluh tuju juta tuju 
ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) 
atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, Sebagai mana laporan 
hasil Audit BPKP No. SR-521/PW24/5/2015 tanggal 22 Desember 
2015. 
Dakwaan primair menyatakan perbuatan terdakwa 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo 
Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang 
No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 
31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian dalam 
dakwaan subsidiair menyatakan perbuatan terdakwa sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b 
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHPidana. 
Kemudian dalam tuntutannya, Penuntut  Umum menuntut 
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 
Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini 
memutuskan bahwa Slamet Maryoto, ST  terbukti bersalah 
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melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair: 
Pasal 3 jo. Pasal 18 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Slamet Maryoto, ST 
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dikurangi selama 
terdakwa menjalani penahanan dengan perintah supaya terdakwa 
tetap ditahan di Rutan, serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 
50.000.000 (lima puluh juta rupiah) menetapkan agar barang bukti 
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti 
dalam perkara, serta Membebankan kepada Terdakwa membayar 
biaya perkara sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).                                                   
 Berdasarkan dakwaan primair dan subsidiair oleh Penuntut Umum, 
pada akhirnya Penuntut Umum menuntut terdakwa berdasarkan 
dakwaan subsidiair yaitu melangar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf 
b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 3 Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya sebagai 
berikut : 
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Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 
keuangan Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 
50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) atau paling banyak Rp. 
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 
Yang dimana pada kasus yang menimpa terdakwa Slamet 
maryoto, ST, setiap unsur unsur korupsi terpenuhi, yaitu :  
1. Setiap orang 
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi. 
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. 
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara. 
 
Terdakwa Slamet Maryoto, ST telah mengembalikan kerugian keuangan 
negara yang telah di akibatkan oleh terdakwa secara keseluruhan, akan 
tetapi pengembalian kerugian negara tidak serta merta menghillangkan 
hukum terdakwa, sebagaimana yang di atur dalam pasal 4 UU No 31 
Tahun 1999: 
Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian 
negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. 
 
   Namun pengembalian kerugian negara dapat di jadikan sebagai hal hal 
yang meringankan serta menjadi pertimbangan hakim dalam memberi 
putusan. 
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B.  Pengaruh Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terhadap 
Tersangka 
Pengembalian kerugian keuangan negara memang telah 
menjadi kewajiban yang dibebankan pada pelaku apabila telah 
ditemukan kerugian keuangan negara tersebut. Hal ini sebagaimana 
telah di tegaskan dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara. Setiap kerugian negara/daerah yang 
disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang 
harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam 
UU No. 31 Tahun 1999 apabila terdakwa tidak membayar uang 
pengganti sebagaimana waktu yang telah ditentukan maka harta 
bendanya dapat disita, bahkan jika hartanya tidak mencukupi maka 
diganti dengan pidana penjara. Namun pelaksanaan pengembalian 
keuangan negara ini kemudian menimbulkan perbedaan pemahaman 
terkait apakah setelah kerugian negara dikembalikan akan menjadikan 
tersangka lepas dari hukuman pidana. 
Ada beberapa cara terjadinya kerugian keuangan negara, yaitu 
kerugian negara yang terkait dengan berbagai transaksi: transaksi 
barang dan jasa, transaksi yang terkait dengan utang-piutang, dan 
transaksi yang terkait dengan biaya dan pendapatan.71 Kerugian 
                                                          
71 Indonesia Corruption Watch, 2014, Hasil Penelitian: Penerapan Unsur 
Merugikan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi, diakses dari: 
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keuangan negara dapat terjadi pada dua tahap, yaitu pada tahap dana 
akan masuk pada kas negara dan pada tahap dana akan keluar dari 
kas negara. Pada tahap dana yang akan masuk ke kas negara 
kerugian bisa terjadi melalui: konspirasi Pajak, konspirasi pembayaran 
pidana denda, konspiran pelaksanaan pidana tambahan 
(pengembalian kerugian negara) dan Penyelundupan. Sedangkan 
pada tahap dana akan keluar dari kas negara kerugian terjadi 
akibat: Mark Up, Korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai 
dengan program dan lain-lain.72 
Adapun informasi tentang kerugian negara dapat diketahui dari 
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, pengawasan aparat 
pengawasan fungsional, pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan 
langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja, serta 
perhitungan ex officio. Setelah diketahui adanya kerugian negara 
maka harus segera diselesaikan dan pelaku yang telah menyebabkan 
terjadinya kerugian keuangan negara tersebut dan wajib 
menggantinya. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 59 UU No 1 Tahun 
2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa etiap kerugian 
negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau 
kelalaian seseorang secara langsung merugikan keuangan negara, 
wajib mengganti kerugian tersebut. 
                                                                                                                                                               
http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Kajian/policypaperkeuanganneg
ara.pdf. [10 Juli 2016]  
72 Ibid. 
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Dalam ayat (2)  Pasal 59 UU No 1 Tahun 2004 telah ditegaskan 
terkait kewajiban mengganti kerugian keuangan negara akibat 
perbuatannya baik secara melanggar hukum ataupun karena 
melalaikan kewajiban.  
Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain 
yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan 
kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung 
merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian 
tersebut. 
Berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat dilihat bahwa 
kerugian keuangan negara timbul akibat dua hal, yaitu 1) karena 
perbuatan  melanggar hukum, atau 2) karena melalaikan kewajiban. 
Hal inilah yang akan mnetukan bagaimana pengaruh pengembalian 
kerugian keuangan negara tersebut. 
Penyelesaian pengembalian kerugian keuangan negara telah 
diatur dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara serta 
dijelaskan pula mekanisme pengembalian kerugian negara oleh 
bendahara dalam Peraturan BPK No. 3 tahun 2007 sebagaimana 
telah dijelaskan sebelumnya. Secara tegas dalam Pasal 18 peraturan 
BPK dijelaskan bahwa apabila bendahara telah mengganti kerugian 
negara, TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat 
kuasa menjual. Kemudian dalam hal bendahara telah mengganti 
kerugian negara, BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada 
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pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dikeluarkan dari daftar 
kerugian negara.  
Berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa 
ketika kerugian negara telah dibayarkan maka  kerugian negara 
tersebut dikeluarkan dari daftar kerugian negara, yang artinya bahwa 
kerugian tersebut dianggap sudah selesai dan tidak ada lagi. Namun, 
ketika kembali melihat bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi 
akibat dua hal yaitu melalaikan kewajiban serta melanggar hukum, 
maka ketentuan tersebut berakhir jika kerugian keuangan negara 
terjadi akibat perbuatan melalaikan kewajiban yang dibenabankan 
kepadanya. Sedangkan kerugian negara yang terjadi akibat perbuatan 
melanggar hukum masih harus ditidaklanjuti. Sebagaimana 
desebutkan dalam Pasal 62 UU No 1 Tahun 2004:  
Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur 
pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Walaupun telah dilakukan pengembalian kerugian negara maka 
masih dimungkinkan untuk diproses melalui pidana. Dengan demikian 
secara aspek pidana setiap hasil audit BPK harus dilaporkan kepada 
instansi berwenang (Kejaksaan dan POLRI) terlepas apakah kerugian 
negara sudah dikembalikan atau tidak, karena untuk melihat apakah 
terjadinya kerugian negara tersebut diakibatkan adanya perbuatan 
melawan hukum atau tidak merupakan wewenang Penyidik, yang 
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mana secara "dominis litis" eks Pasal 139 KUHAP Jaksa yang 
menentukan dapat tidaknya perkara tersebut dilimpahkan ke 
Pengadilan.73 
Hal ini semakin menegaskan pula ketentuan Pasal 4 UU Tipikor 
yang menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara 
atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku 
tindak pidana. Sehingga Penghentian penyidikan/penuntutan perkara 
korupsi karena alasan telah mengembalikan kerugian negara 
merupakan alasan yang tidak tepat dan bertentangan dengan Pasal 4 
UU Tipikor. Meskipun pada kenyataannya terdapat praktik yang tidak 
sesuai dengan ketentuan yang ada. 
Salah satu contoh lain adalah ketika Kejaksaan Negeri Kudus 
akhirnya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3)  
terkait perkara dugaan korupsi dana purna bhakti APBD Kudus 2002 -
2004 senilai Rp18,6 miliar yang membelit empat mantan anggota 
DPRD Kudus periode 1999 - 2004. Keempat orang tersebut adalah 
Hamdan Suyuti, Wiyono, Jayusman Arif, dan Moh Dwi Santiko. Kasi 
Pidana Khusus Kejari Kudus, Paidi, mengatakan ada sejumlah alasan 
terkait keputusan SP3 perkara dugaan korupsi empat mantan anggota 
Dewan ini. Mulai dari alasan usia, kondisi kesehatan, hingga adanya 
                                                          
73 Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Permasalahan Seputar Kerugian Keuangan 
Negara (Tinjauan Dari Perspektif Pembuktian Hukum Pidana), diakses dari: 
http://www.kejari-jakbar.go.id/index.php/component/k2/item/236-permasalahan-seputar-
kerugian-keuangan-negara-tinjauan-dari-perspektif-pembuktian-hukum-
pidana#sthash.m0TKbKQ4.dpuf [2 Juli 2016] 
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itikad baik keempatnya untuk mengembalikan uang kerugian negara. 
Berdasar catatan kejaksaan, Jayusman Arif Rp.378,65 juta, Wiyono 
Rp360,18 juta, Moh Dwi Santiko Rp358,96 juta dan terakhir Hamdan 
Suyuti sebesar Rp359,94 juta.74  
Penghentian penyidikan/penuntutan perkara korupsi karena 
alasan telah mengembalikan kerugian negara merupakan alasan yang 
tidak tepat dan bertentangan dengan Pasal 4 UU Tipikor. Namun 
pengembalian kerugian keuangan negara tersebut dapat menjadi 
pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman terhadap 
tersangka. 
                                                          
74 Indonesia Corruption Watch, Op. Cit  
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BAB  V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Pengaturan hukum terkait pengambilain kerugian negara di atur 
dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana dalam undang-
undan tersebut banyak di jelaskan mengenai proses maupun hal-
hal yang berkaitan dengan pengembalian keuangan negara hasil 
tindak pidana korupsi. 
2. Pengaruh Pengembalian sejumlah dana atau pembayaran uang 
pengganti sebesar nilai korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak 
pidana korupsi untuk pengembalian kerugian Negara tidaklah 
menghapus tuntutan pidana sebagaimana yang tertuang dalam 
Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Pengembalian kerugian negara dapat pula di lakukan melalui jalur 
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administrasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan 
Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara. Selain 
dari aspek pidana dan administrasi pengembalian kerugian negara 
hasil tindak pidana korupsi juga dapat dilakukan melalui jalur 
perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UU 
Tipikor dan Pasal 34 dan Pasal 35 UU Tipikor. 
B.  Saran 
1. Sebaiknya peraturan pengenai tindak pidana korupsi khususnya 
dalam hal pengembalian kerugian negara lebih di pertegas lagi 
dan pemerinta harus lebih mengutamakan pengembalian kerugian 
Negara dari pada pemidanaan. perkara korupsi yang dibiayai oleh 
Negara yang begitu tinggi tidak akan ada manfaatnya jika koruptor 
hanya dipenjara tanpa pengembalian kerugian Negara. Diperlukan 
kesatuan kordinasi dan pemahaman terpadu bagi para aparat 
penegak hukum negara agar tercipta optimalisasi pengembalian 
keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. 
2.  Peraturan-peraturan yang di buat haruslah bisa memberi efek 
jerah terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta mewajibkan 
terpidana korupsi untuk lebih mengutamakan pengembalian 
kerugian negara di bandingkan hukuman kurungan. Selain itu 
upayah pencegahan tindak pidana korupsi haruslah di tamankan 
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sejak dini kepada masyarakat indonesia agar tidak terjadi tindak 
pidana korupsi. 
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